
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAW A BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOM OR 121 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERU BAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

Menimbang 

Menginga t 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA 

a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi k bij an 
akuntansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, erlu 
dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Tasikrnalaya 
Nomor 34 Tahun 2014 ten tang Kebijakan tansi 
Pemerintah Kab paten Tasikmalaya ebagaim telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 
Ta s ' alaya Nomor 49 Tahun 202 tentang erubahan 
Keempat Atas era turan Bupati asikm N or 34 

ah n 2014 tentang Kebijakan Aku ansi 
Kabupaten Tasikmalaya; 

b . bahwa b rdasarkan pertimbang n s aksud 

1. 

dalam huruf , perlu menetapka Bupati 
e tang Pe bahan Kelima Atas Bupati 

Tasikrnalaya N m r 34 Tah n 2014 tentang K bijakan 
Akun tansi Pemerin tah Kabupaten Tasi alaya; 

Unda n g- ndang 
emb ntukan 

omor 14 
Daerah-Da erah 

Tahun 195 
Kab pat n 

tentang 
dalam 

Lingkungan Pr pin si Djawa Bara (Berita egar Republik 
Indon esia Tahun 19 50), se a gaimana telah d iu ah dengan 
Un dang-Undang 0 or 4 Tahun 196 8 tentang 
P mbentukan Ka bupaten Purwak r a dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembe ukan Daerah-Daerah 
Kabupa ten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Lem baran Negara Re u blik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 285 1); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
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Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) danjatau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional danj a ta u Stabilitas Sis tem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambah an Lembaran 

~~'J~~,~~~·a or 4 5) sebagailnana 
telab di bab dengan Undang-Undang Nom or 2 Tabun 2020 
tentang Penetapan Peraturan Pemerin tah Pengganti 
Un d a g-Undang Nomor 1 Tahun 20 20 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistern Keuangan ntuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2 0 19 
(C VID-19) dan/atau Dalam Rangka Meng dapi 
Ancaman ya Membahayakan Perekon omian Na s i n al 
danj atau S tabilitas istem Keuangan Menjadi U dang­
Undang (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahu n 2020 
Nom or 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6 5 16); 

4 . Undang-Un dang Nornor 15 Tahun 2004 ten tang 
Pemeriksaan Pen el laan dan Tanggun gjawab Keuangan 

egara mbaran N gara ep blik Indonesia Tahun 2004 
Nomo 6 6, Tambaha n Lembaran Negara Republik 

donesia Nomor 44 
5. Undang- ndang Nomor 2 Tabun 2014 tentang 

emerin tahan a erah (Lembaran Negara R publik 
Indone ia ahun 2014 Nom or 24 4, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik ndonesia Nom or 5587) seb gaimana 
telah d iubah b berapa kali terakhir dengan Undang­
Un dal g ornor 1 Tabun 2022 tentang Hubungan 
K u angan antara Pemerin ta h Pu at dan Pem erintahan 
Daerah Lembaran Negara Republik Indon es ia Tahun 2022 
Nomor 4, Tam an L baran Negara Republik Indonesia 
N m r 67 57 ; 

6, Per turan Pernerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembar Negara 
Tah n 0 07 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
No or 4 738); 

7. Peraturan Pem erintah Nomor 7 1 Tabun 2010 tentang 
Standar Aku tans' P m erintahan (Lembaran Negara 
Republik Indones'a ahun 2010 Nomor 123, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembar Negara 
Tabun 2014 Nomor 92, Tambahan Lem baran Negara 
Nomor 5533), sebagaimana telah diubah d engan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembar Negara 
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 6523); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

1 . era uran enteri alam egeri ornor 64 Tahun 2013 
g P ap ta dar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (B rita Negara 
Re blik Indon e ia Tahu n 2013 Nomor 1425); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Ber 'ta 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) ; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2 16 
t ntang Penggolongan dan K defIkasi Barang Milik a erah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 2083); 

14 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
ang Pedo Te Pengelolaan Keuangan Daerah 

( erita Negara Repub i Indonesia Tahun 2020 
omor 1781); 

turan Da rab Ka u p aten Tasikmalaya Nom or 1 
Tabun 6 tentang Tata Cara Pernbentukan Produk 
Hu m a e a m aran Daerah Ka bu paten 
Tasi alaya Tah n 2016 Nom r 1); 

16. Peraturan Daera Kabupaten Tasikmalaya om or 3 
ahu 201 6 t tang Urusan Pemerintah yang m enjadi 

Pem eri tahan Kabupaten Ta s ikmalaya 
Daerah abupaten Tasikrnalaya Tab n 2016 

17. r ah u p ten Tasikmalaya ornor 7 
ten tang Pem bentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Da rah Kabupaten 
Tasi alaya ' Tah 2 16 Nomor 7), sebagaimana telah 
di bah beb rapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
K bupaten Tasiknlalaya omor 3 Tahun 2021 ten tang 
Peru ahan kedua atas eraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nom or 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3); 

18. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 
Tabun 2019 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerab Kabupaten Tasikmalaya Tabun 2019 
Nomor 4); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERU BAHAN KELIMA ATAS 
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 34 TAHUN 2014 
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN 
TASIKMALAYA. 
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Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 34) yang telah beberapa kali diubah 
dengan Peraturan Bupati: 
a. Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Alruntansi 
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya T 6 0 4 ; 

b. Nomor 60 Tah n 201 7 te tang Perubahan Kedua Atas Pera turan Bupati 
Tasikmalay Nomor 34 Tahun 2014 ten tang Kebijakan Akuntansi 
Pemer in h Kab aten Ta ikmalaya (Berita Daerah K bupaten 
Tas 'kmalaya Tahun 2017 Nomor 60); 

c. 0 r 151 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan B ati 
a s ikmalaya No or 3 4 Tahun 2 014 tentang Kebijakan Akuntansi 

m rintah Kabupaten Tasikma laya (Berita Daerah Kab pa ten 
Tasi alaya Tahun 2019 Nomor 151 ); 

d. N m r 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan B pati 
Ta i alaya Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akun tansi 
Pe e ' tah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Da erah Kab paten 
Ta ikm T 0 20 Nomor 4 9) ; 

diubah sebag' eriku: 

1. Ket n t an asal iubah sehi gga be unyl ebagai beriut: 

Pas 3 
Rin i KAP ebagaimana dim ksud dalam P sal 2 ayat (1) t ercantum 
dalam Lampir an II, y g terdiri d ri: 
1. B b 
2. Bab I 
3 . Bah II 
4. a b IV 
5 . Br b V 

6 . Ba VI 
7. Bab I 
8 . Bab VII 
9. BabIX 
10. BabX 
II. BabXI 
12. Bab XII 
13. Bab XIII 
14. Bab XIV 
15. BabXV 
16. Bab XVI 
17. Bab XVII 

18. Bab XVIII 
19. Bab XIX 

Kebijakan untansi Penyajia n Laporan Keuangan; 
Ke ija a n Akuntan si Pendapa tan-LO; 
Ke ijak n Akuntansi Pendapatan-LRA; 
K ijak Akuntans' Beba n ; 
Kebijakan Akuntansi Belanja; 
Kebijakan Ak n tansi Transfer; 
Keb"jakan Akuntansi Pembia aan; 
Kebijakan Akuntans' Kas dan Setara Kas; 
Keb ijaka n Akuntansi iutan g; 
K ijakan Akuntansi Persedia an; 
Kebijakan Akun ans' Investasi; 
Kebijakan A n ansi Aset Tetap; 
Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan; 
Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya; 
Kebijakan Akuntansi Kewajiban; 
Kebijakan Akuntansi Ekuitas dan SiLPAjSiKPAjSAL; 
Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan 
Kebijakan Kebijakan Akuntansi, Operasi yang tidak 
dilanjutkan, dan Peristiwa Luar Biasa; 
Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasi; 
Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal 
Pelaporan; 
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20. BAB XX Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsensi Jasa -
Pemberi Konsesi; dan 

21. BAB XXI Kebijakan Akuntansi Properti Investasi. 

2. Setelah BAB VIII, ditambahkan 3 (tiga) Bab yakni BAB XIX, BAB XX, dan 
BAB XXI dalam Lampiran II sehingga menjadi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal II 

Pera ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Ag setiap orang m engetahuinya, m em erintahkan pengundangan Pe a an 
Bup ti In! dengan penempatannya dalam Berita Daerah Ka u paten 
Tasikm alaya. 

Diundangkan d ' Singaparna 
pada tanggal 5 Hovember 2022 

SEKRETAR S DAERAH 
KABU ATEN ASIKMALAYA, 

Ditetapkan di Singaparna 
~=~,tanggal 15 !Jovember 2022 

VA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 122 



PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

121 TAHUN 2022 

LAM PI RAN 

NOMOR 

TENTANG PERUBAHAN 
TASIKMALAYA 
KEBIJAKAN 
TASIKMALAYA 

KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI 
TENTANG 

KABUPATEN 
NOMOR 34 TAHUN 2014 

AKUNTANSI PEMERINTAH 

BAB XIX 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN 

A. UMUM 

Tu'u an 

Tujuan pernyataan ini adalah ntuk menentukan: 
a) Bilamana titas menye uaikan laporan keuangannya a s 

peris tiwa setelah tangga p laporan; dan 
b) Pengungkapan yang dibu at n titas ten tang tanggal la poran 

keuangan diotorisasi u tuk terbit dan eristiwa setelah tanggal 
pelaporan. 

2. ernyataan ini jug men ... yaratkan bahwa entitas tidak perlu 
enyajikan laporan keuangannya dengan asumsi kesinarnb ngan 

e titas apabila peristiwa setelah tanggal pelaporan mengindika sikan 
bahwa enerapan asumsi k sin ambungan enti as tidak dapat 

i erapkan. 

Ru g kup 

3 . Pernyataan standar ini diterapkan dalam akuntansi untuk, dan 20 
pengu gkapan ata s, peristiwa setelah tanggal pelap ran. 

4. Pernyataan Standar in' erlaku ntuk entitas pelaporan dalam 
m en sun apor keuanga n s a tu ent'tas pemerintah da erah dan 
la oran k u angan konsolidasian, tid termasu k peru sahaan daerah. 

Defmisi 

5. Be ikut ini a dalah istilah yang d 'gunakan dalam Pernya taan Standar 
dengan enge tian: 
Peristiwa setelah tanggal p 1 poran adalah peristiwa, baik yang 
mengunt ngkan m a upun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di 
antara tanggal pel poran dan tanggal laporan keuangan diotorisasi 
untuk terbit. Peris 'wa terse but dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 
a) Peristiwa yang m m berikan b i adanya kondisi pada tanggal 

pelaporan (merupakan peristiwa penyeSUaI setelah tanggal 
pelaporan); dan 

b) Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah 
tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuai setelah 
tanggal pelaporan). 

Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan 

6. Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa 
setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal 
pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. 
Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan 
keuangan tersebut. Tanggallaporan keuangan diotorisasi untuk terbit 
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adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang 
dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat pemerintah 
men ya takan bertanggung j awab atas laporan keuangan, apabila 
laporan keuangan tersebu t tidak d iaudit. 

7 . Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan 
otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada 
sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh 
entitas serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan 
penyelesaian laporan keuangan. 

B, PENGAKUAN D 
8, Dalam periode an a a anggal apo an dan tanggal la poran 

keu angan diotorisasi untuk ter b' t , pem erintah daerah mungkin 
engumum k a kebijakan yang dapat berdampak pada 

enyajian/pengungkapan pos-pos dalam lapora n keuangan . Sejauh 
mana peristiwa akibat ke ijakan pemerintah berdampak pa a 
penyesuaian laporan keuang tergantung pada : 
a) apakah kejadianI peristiwa terse but memberikan informasi yang 

cukup tentang kondisi terkini pa a tanggal pelaporan dan, 
b ) apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat d iperoleh atau 

dapat dipenuhi, 

Peris 'wa Penyesuai Setelah Tanggal Pelaporan 

9. E as e es aikanjumlah yan disa'ikan dalam laporan keuangan 
k arena adanya peris iwa penyesuai sete a anggal pelapo an, 

10. Beri t ini eberapa co toh pe ·stiwa penyesuai sete a h tanggal 
pe oran y meme k pe esuaian an ka -angka la poran 
keuangan, atau n tuk me gakui peristiwa y g belum di ajikan 
sebelumnya , antara ain: 
a ) Penyelesai a tas putu an penga il yang telah bersifa t [mal 

dan memiliki kek atan J. kum tetap setelah tanggal pel poran 
yang memu tuskan ahwa entit s m m iliki kewajiban kin i pada 
tanggal pelaporan, Entita menyes aikan nilai kewajiban yang 
terkait dengan penyelesaian pu t an pengadilan ter se bu t setelah 
. dak ada upaya lainnya . 

b Informasi yang di rima tanggal pelaporan yang 
m engindika sikan a danya pe n nilai piutang pada tanggal 

ela poran, misalnya informasi d uwarsa pajak (kedaluwarsanya 
h ak u n tuk m elakukan p agihan pajak , termasu k bunga, denda, 
kenaikan, dan iaya penagihan paja k) dan kepailitan debitor yang 
teIjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang 
mengindikasikan k m u ngkin piutang tidak dapat ditagih, 
sehingga perlu disesu aikan. 

c) Ditetapkannya jumlah p endapatan berdasarkan informasi yang 
diperoleh dari entitas ain yang berwenang pada periode 
pelaporan setelah tanggal pelap oran. 

d) Ditemukannya kecurangan a tau kesalahan yang mengakibatkan 
salah saji laporan keuangan. 

e) Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi 
perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan I atau 
pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan. 

f) Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan 
keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui 
pemerintah. 
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Peristiwa Nonpenyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan 

11. Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam lap oran 
keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal 
pelaporan. 

12. Contoh dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan di 
antaranya: 
a) Adanya kebijakan penyaj ian kem bali nilai a set dengan 

m enggunakan nilai wajar seeara teratur yang menyebabkan 
menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal 
lapo . on a . k terbit. Penurunan nilai 
ter seb t tidak berhubungan dengan kondis i aset pada tanggal 
laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang 
terjadi pad a periode berikutnya. 

b) Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan eh Badan 
U saha Milik Daerah sete ah tanggal pelaporan. 

eS'nambungan Entitas 

13. Entitas pelaporan tidak menyus n laporan keuangan d en gan da sar 
kesinambungan entitas apa ila setelah tanggal pelaporan terd pat 

en etapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas en titas 
pelaporan dalam jangka pendek. 

14. ika asumsi kesinambungan en titas tidak lagi terpenuhi, stan ar ini 
m ensyaratkan ent itas u ntuk meneerminkan hal ini alam la oran 
keu anny . Dampak bah semaeam itu akan tergantung 
pada keadaan khusus i a1n a , apakah opera si akan 
d i ihkan ke titas pe rin tah t dilikuidasi. Dibu tuhkan 
pertimbangan dalam menen apak iperlukan perubahan pada 
n i ai aset dan kewaji an an ter a 

15. Ketika a su msi ke i ambungan ntitas tidak lagi terpenuhi, p erlu juga 
u ntuk mempertim angkan a akah p bahan kondi i t r sebu t 
m e garah pa a mune I ya kewaj iban tambahan atau m emieu 
klaus 1 dal ko trak utang yang ngara pada reklas' ika i utang 
'ang a panjang m enjadi u t gjangk e ek. 

16. SAP 01 mensyaratkan a d ya s atu pengungka pan apabila : 
a Laporan keuangan tidak disusun a tas dasar ke . ambungan 

ntitas. PSAP 0 1 me syaratkan ahwa pada s aa t laporan 
keu angan tidak disusu a tas das kesin ambungan entitas, hal 
ersebut h arus diungkapk an, b sama dengan dasar penyusunan 

lap ran keuangan yan g digunakan dan alasan m engapa entitas 
diangga p tidak b k esinambungan; at au 

b) Pihak yang ber anggung jawab a ta penyusunan laporan 
keuangan men ada ri ketid pas' an terkait dengan peristiwa 
atau kondisi yang da pa t menimbulkan keraguan pada 
kemampuan entitas u tuk melanjutkan kesinambungan 
operasinya. Peristiwa atau kondisi yang memerlukan 
pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan. PSAP 01 
mensyaratkan ketidakpastian tersebut untuk diungkapkan. 

C. PENGUNGKAPAN 
Pengungkapan Tanggal Laporan Keuangan Diotorisasi untuk Terbit 
17. Entitas pelaporan m engungkapkan tanggal laporan keuangan 

diot orisasi untuk terbit dan pihak yang b ertanggung jawab 
mengotorisasi laporan keuangan. 
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18. Tanggallaporan keuangan diotorisasi untuk terbit pen ting diketahui 
oleh pengguna karena laporan keuangan tidak m encerminkan 
peristiwa setelah tanggal la poran keu angan diotoris a si untuk terbit. 

Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan 

19. Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal 
pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk 
terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan 
informasi terkini tersebut. 

20. Dalam beberapa kasus, en titas pelaporan perlu memutakhirkan 
pengun apan laporan keuangannya untuk mencerm'nkan informasi 
yang d iter i a a angg I po al pun informasi terse but 
tida k mempen garuhi jumlah yang disajikan dala m laporan 
euangannya. Salah s a tu on t perlu nya pem u takhiran 
en gungkapan adalah ketik a bukti tentang kewajiban k n ' "ensi 

yang ada pada tanggal pelaporan baru tersedia setelah akhir tan al 
pelaporan. 

n ngkapan Peristiwa Non penye s "Setelah Tanggal Pelaporan 

2 1. Apabila peristiwa nonpenyesu ai setelah tanggal pelaporan m em iliki 
i ai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempen garuhi 

pengambilan keputusan pen gguna a poran. Karena itu, e titas 
engu gkapkan in formasi u n tuk setia p hal yang material dari 

p . 'wa nonpenyesuai setel tanggal pelaporan, yang men cakup: 
a ) S ' e istiwa;dan 
b} E i as ' atas dam ak e angan, a au pernya an ahwa 

estimas " terse but tidak apa ibua . 
22. Berikut a dalah contoh peristiwa non nyesuai setelah tanggal 

pe aporan ang u m mnya lu n alam laporan keuangan : 
a ) Pen gumuman n tuk tid ak mel jutkan sua t program a tau 

kegiatan pe erin tah, pelepasan a s t serta penyelesaian 
kewa'iban t kait en an pen ent" n program a ta k egiatan 

b) 
) 

d) 

emerintah; 
Pem eli a t u pe epa an set 

erusakan a set a kibat kebaka r 
Perubahan tidak n ormal e ah 
a set ata kurs val in ; 

am jumlah yang ignifi an; 
se elah tanggal pela po an; 
tanggal pela poran a tas harga 

e) Kom itmen entitas atau imbulny kewaj iban kontinjensi seperti 
p n erbitan jaminan yan m iliki nilai yang signiflkan; dan 

f) Dim lain apr ses tuntu tfu"L hukum yang s ignifikan yang terjadi 
setelah tanggal elaporan, ter asuk tu ntutan terkait 
keberatanfbandingf restitusi p jak yan signifikan. 
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BAB XX 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERJANJIAN KONSENSI JASA - PEMBER! KONSESI 

A. UMUM 

Tujuan 

1. Tujuan Pernyataan Standar Ini mengatur akuntansi perjanjian 
konsesi. 

Ruang Lingkup 

2 . E tita s pemberi konsesi, dalam hal Inl entitas pemerintah, 
m en erapkan Pernyataan Standar Ini untuk akun tan si d alam 
pengakuan, pengukuran, p yajian, dan pengungkapan apo an 
keuangan yang ertujuan u m u m atas perjanjian konsesi jasa. 

3 . Pernyataan Standar Ini erlaku untuk entitas pemerintah 
pusatj daerah dalam menyus a oran keuangan yang bertuju an 

mum. 
4. Perjanjian konses i jasa dalam ruang lingkup Pernyataan Standar ini 

dalah perjanjian yang melibatkan m itra untuk menyediakan jasa 
publik yang berkaitan dengan aset kon esi jasa ata s nama p m beri 
k nsesi. 

5. Pe ·an·ian di g ling p P rnyataan S an a r ini a dalah 
pe an an yang kait den gan p yediaan jasa pe ayanan uhlik 
d ko en peny diaan j as elayanan puhlik dirnana a se t yang 
d igunakan tidak . endalikan oleh pemberi kon sesi (misalnya alih 
da a , ko trak · a a, a pri atis asi . 

6. Pernyataan Standar . i tidak berlaku tansi bagi mitra 
konsesi. Pedom n ku tansi u tuk p rjanjian konsesi jasa ba i mitra 
k nsesi mengikut · standar aku an i keuangan yang relevan. 

Defi lSl 

7. t ini adal ·stilah yang ·gunakan alam kebijakan akuntansi 
ngan pengertiannya: 

Per;an;ian kons esi jasa ada perjanjian mengikat antara pemberi 
kons si d an mitra d ima a: 
(a) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa 

publik atas nam embe' konsesi selama jangka waktu tertentu; 
dan 

(b) mitra diberikan komp ensasi ata p enyediaan jasa pelayanan 
puhZik seZama masa perjanjia k onsesi jasa. 

Perjanjian menqikat adalah p erjanjian yang memberikan hak dan 
kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam 
perjanjianJ seperti dalam bentuk kontrak.. Perjanjian yang mengikat 
mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan 
kewajiban hukum lainnya. 
Pemberi konsesi adalah entitas akuntansil pelaporan pemerintah 
daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada 
mitra. 
Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam 
perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam 
menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh 
pemberi konsesi. 
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Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan 
jasa p ublik atas nama p emberi konsesi dalam s uatu p erjanjian konsesi 
jasa, dan aset dimaksud merupakan aset y ang: 
(a) disediakan oleh mitra, yang: 

i. dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dan pihak lain; atau 
ii. merupakan aset y ang d imiliki oleh mitra; atau 

(b) disediakan oleh pemberi konsesi, yang: 
l . merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau 

ll. merupakan peningkatan aset pemberi konsesi. 

PENGAKUAN D P G S _ KONSESI JASA (lihat Panduan 25 
Penerapan Para graf 05 - 3 

8. Pemberi konse i mengakui a se yang d isediakan oleh mitra dan 
p n ingkatan aset pemberi kon sesi yang d ipartisipas ikan s ba gai aset 
konsesi jasa apabi1a: 
(a ) Pemberi konsesi mengen d alikan a ta u mengatur jenis jasa publik 

yang harus disedia k 01 h mitra, kepada siapa jasa pu b1ik 
tersebut diberikan, serta p eneta an tarifnya; dan 

( ) Pemberi konsesi menge dalikan (yaitu m elalui kepem i1ikan, hak 
manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifIkan a ta s sisa 
aset di akhir m a sa konsesi. 

9. Pernyataan Standar i i ditera p an p da aset yang d igunakan dalarn 
p "an kon esi jasa selarna eluruh masa manfaat (selarna umur 
a s t) j"ka ersyaratan alarn par graf 8 a) terpenuhi. 

10. Pembe ' n es i me akukan p guku a al peroleh an a tas aset 
k n e i jasa ang diakui erd a s an parag af 8 atau paragraf 9 -
u ntuk selarna urn r aset) sebe ar nilai wa 'ar, kec ali atas a s t yang 
d imiliki p em eri ko ses i se gai d' tu r dalarn paragraf 1 1. 

11. Ketika aset y g imiliki pembe' kon esi m emenuhi kondisi 
persyara tan seba 'mana di aksud paragr f 8 huruf (a) dan p agraf 
8 h ruf b (ata paragraf 9 - u n k s arna umur aset) , p emberi 
k nse i me akukan ekl s ifi a si a et y g dipartisipas' annya 
te sebu t sebagai a et konsesi j a sa. Re asifikasi a set dim aksu d diukur 

e gan m enggunakan nilai tere tat et. 
12. S te1ah pengakuan a wa1 ata re _ lfik si, perlakuan akuntansi atas 

as t konsesijasa m engik ti kete t an SAP yang mengatur Aset Tetap 
atau PSAP yang mengatur A e t Tak Berwujud . 

13. Perole a n wal komponen et onses i j a sa dalarn suatu perjanjian 
konsesi jasa yang memiliki sifat a tau fung i yang sarna dalarn 
penyediaanj a pelayan publik oleh mitra dicatat sebagai satujenis 
aset tersendiri d im na d pat terbentuk dari atu atau b eberapa jenis 
kelompok aset sebagai a na dinyata an dalarn PSAP yang mengatur 
Akuntansi Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Akuntansi Aset Tak 
Berwujud. Sebagai contoh, su u konstruksijembatan yang dijelaskan 
seeara terpisah dalarn kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai 
satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa 
layanan jalan sesuai dengan peIjanjian konsesi j asanya . Kom ponen 
aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortis asi secara 
sistematis selarna umur ekon omi teknis aset dimaksud, dan tidak 
dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konses i jasa. 

14. Pada akhir masa kon sesi jas a , aset konsesi jasa direklasifikasi ke 
dalarn jenis kelompok aset berdasarkan sifa t a tau fungsi mengikuti 
ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur 
Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan 
nilai tereatat aset. 
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PENGAKUAN DAN PENGUKURAN KEWAJIBAN 

15. Pada saat pemberi konsesi men gakui aset konsesi jasa sebagaimana 
dimaksud paragraf 8 (atau paragraf 9 - untuk selama umur aset) , 
pemberi kon sesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konses i tidak 
mengakui kewajiban a tas aset konsesi jasa yang berasal dari 
reklasifikasi asetnya se bagaimana dinyatakan dalam paragraf 11, 
kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra 
sebagairnana dijelaskan dalarn paragraf 16. 

16. Pengakuan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalarn paragraf 16 
pada a y s bes nilai yang sarna dengan nilai aset 
kons si ja sa bagai a na 'm s par graf 10, disesu aikan dengan 
nilai imbalan yang dialihkan (m isal kas) dari p emberi k on sesi kep ada 

itra , a tau dari mitra kepada pe beri kons esi. 
1 . Sifa t kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat im balan 

yang dipertukarkan antara pe beri konsesi dan mitra. Sifat ' b an 
yang diberikan ole emberi 0 sesi kepada m itra d itentukan deng n 
mengac kepada syarat peratur n atau perjanjian yang m engika t da n, 
j ika ada, hukum perjanjian yan relev 

1 . Sebagai bentuk pertukaran a tas aset konsesi j a sa, pem beri kon sesi 
I emberikan kompensasi kepa da mitra atas aset konsesi j a sa m elalui 
skema ata skema kombinasi dari: 
( Pembayaran kepada mitra ata s kema kewajiban k euangan 

'a . b 'lity m e ; 
(b P mberian hak u saha k epada m itra g ant of a right to the op erator 

odeij , . alnya: 
em . an h ak epada m ' a untuk mem er eh pe d a patan 

dari para pengguna jasa aset kon sesi jasa ; atau 
11. Pemberian hak kepa a mitra u nt k menggunakan aset 

selain a e konse i 'asa a m emperoleh pend patan, 
rnisal ya pengelola a n fa ilita s parkir berbayar yang 

e dekatan an fa si i s p nyediaan jasa pel yanan 
p ik; atau pem fa tan an untuk jasa periklanan ataU 

s ilitas omersial lain n a ang tidak berhubu ngan dengan 
p en yele ggaraan jaringan' an tol a ta ja sa layanan publik. 

Skema Kewajiban Keuang 

19. Dalam h a l pembri k on esi m emi'ki tanggungan k ewajiban tanpa 
syarat untuk membaya r kas a tau aset keuangan lain kepada mitra 
sehu bungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau 
peningkatan a s t kon sesi jasa, mak a pemberi konsesi mengakui 
kewajiban sebagaim a d imaksu d para graf 10 sebagai kewajiban 
keuangan. 

20. Pemberi konsesi memiliki tan gungan kewajiban tanpa syarat untuk 
membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar 
kepada m itra terhadap: 
(a) Jumlah ter tentu atau dapat ditentukan; a tau 
(b) Kekurangan, jika ada, antara jurnlah yang d iterirna m itra dari 

para pen gguna jasa layanan publik dan jurnlah tertentu ata u 
yang dapat ditentukan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 20 
huruf (a) , walaupun jika p em bayaran terse but bergantung pada 
adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah 
memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi 
tertentu. 
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21. Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui sebagaimana 
paragraf 15 berpedoman pa da standar aku ntansi m engenai instrumen 
keuangan, keeuali untuk hal yang telah diatur dan dipandu dalam 
Pernyataan Standar ini. 

22. Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan 
mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan subs tansi pem bayaran 
sebagai: 
(a) pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui sebagaimana 

d imaksud paragraph 15; 
(b) bagian tagihan atas biaya keuangan; dan 
(e) bagian tagihan ata .. pelayanan publik oleh 

mitra . 
23. Bagian untuk tagihan ata s biaya k eu angan sebagaimana dimaksud 

ara graf 22 h ruf (b) an bagian ta gihan a ta s ketersedi an jasa 
elayanan publik oleh mitra sebagaimana dimaksu d paragraf 22 uruf 

(e) sesuai maksud peIjanjian k sesi jasa, diakui sebagai beban. 
4 . Ketika kom ponen a t dan kom ponen ketersediaan jasa pelayanan 

publik yang diatur dalam pe j anj ian konsesi jasa dapat diiden tifikasi 
'eeara terpisah, komponen et rsedia j a sa pelayanan publik a tas 
pe bayaran dari pemberi kons si kepada mitra dialokasikan d gan 
mengaeu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan 
keterse iaan jasa pelayanan publik. etika komponen a se t dan 
k p n en etersedi ja sa pelayanan publik tidak dapat 
dii en . ikasi seeara terpisah, k on en e ed· an . a pelayanan 
p brk as pembayaran dar· pem beri kon esi kepa da mitra 
d ite eng est" asl. 

Sk rna Pemberian Hak Usaha kepa da Mitra 

25. Dalam h al pem eri konsesi tidak miliki tanggungan ke ajiban 
pa syarat unt m embay kas a tau a e t keu gan lai epada 

mitra seh b n gan deng n p m an nan, en gembangan, per lehan, 
a au pening a tan as ko esi· as , dan emberikan h ak kepada 

. tra tuk m m gut pe dap tan dari pihak ketiga atas 
e ggu aan aset konsesi j a s ata p n gelolaan aset se ain aset 

k n sesi j a sa, maka pemberi k o se i m enea tat p n gakuan kewajiban 
sesu ai de gan paragr 15 eba ai b gian tangguhan dari pen d apatan 
yang tim bu l dari pert karan a set ant a pemberi k on sesi dan mitra. 

26. Pemb ri konsesi men gaku' pe apa tan dan mengurangi kewajiban 
(pendapa tan tan han) se bagaim ana dimaksu paragraf 25 
berdasarkan subs ansi ekonomi dari perjanj ian nseSl Jasa. 

27. Pa da saat pemberi konsesi memberikan ko pensasi kepada mitra atas 
aset konsesi jasa dan ketersediaan j a sa pelayanan publik, berupa 
pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset 
konsesi jasa a tau men gelol aset selain a set konsesi jasa guna 
memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan 
transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak d imaksud 
diberikan kepada mitra berlaku selama masa k onsesi, pemberi konsesi 
tidak seeara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran 
dimaksu d. Pemberi kon sesi mengakui bagian atas pendapatan yang 
belum terealisasi a tau yang m a sih d itangguhkan sebagai kewajiban. 
Pendapatan diakui berdasarkan substansi ek on omi dari perjanjian 
konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban - pen dapatan tangguhan. 

28 . Dalam h al skema pemberian hak usaha kepada m itra terdapat 
pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan 
pemakaian aset konsesi jasa yangjasa publiknya dinikmati oleh pihak 
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ketiga atau masyarakat, pembayaran terse bu t merupakan transaksi 
imbal balik a tas p ertukaran untu k pemakaian a set konses i jasa dan 
bukan berkaitan dengan perolehan aset k onsesi jasa a taupun 
pengurang nilai kewajiban - pendapatan tangguhan. Atas h al ini, 
pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran k epada 
mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset 
konsesi jasa, dan pembayaran terse but diakui sebagai b eban. 

Membagi Perjanjian 

29. Apabila am eIJanJlan konsesi 'asa mengatur bahwa pemberi 
konsesi me bayar atas b 'a gunan, perolehan, atau 
pe ingka tan aset konsesi jasa, sebagian melalui skem a kewajiban 

u angan sebagaimana dimak u d pa agraf 19 dan seba gian melalui 
s rna pemberian hak usaha kepada m itra sebagaimana d im aksud 
paragraf 25, maka atas juml keseluruhan pengakuan ke af an 
yang timbu l ebagaim a n a dimaksud paragra f 15 d iperlakukan ec a 
terpisah untuk masing-ma ing skema. Nilai awal pengakuan n tuk 

eseluruhan kewajiban te sebut dalah sarna dengan j umlah 
kewajiban yang diukur sebagaimana dimaksud paragraf 16. 

3 . Pemberi konsesi mencatat _a sing-masing bagian kewajiban yang 
imaksud dalam paragraf 29 berda arkan masing-masing skema 

sebagaim ana paragraf 19 samp . den an paragraf 28. 

KE AJ 
AS T 

E , KEWAJIBAN TI JENSI, DAN 
anduan enerapan a graf 50 - 53 

31. Pemberi konsesi m neatat kewajiban ainnya, komitmen, ke 
k 'njen si serta aset kontinjen i yang tim bul d ari peIjanj" 
j sa berp edoman pada standar akuntansi ngenai p rovisi, ke 
kontinjen s i dan a e t k ontinje si. 

ajiban 
onsesi 
ajiban 

PE DAPATAN L NNYA (lih a t and an nerapan Paragraf 54 - 6 3) 

32. Pem beri konses i m en e t t n a pa tan lain nya, selain dari 
en apatan seb g 'mana d im aks d par graf 25 sampai dengan 

p a graf 2 8, berp doman p ada s dar akuntansi men genru 
pe da patan dari transaksi p r tukaran. 

PENY AJIAN DAN PE GU GKAPAN (liha t Pandu an Penera an Paragraf 64 
- 65) 

33. Pemberi kons esi enyajikan informasi sesuai dengan pengaturan 
pada PSAP yang menga r P nyajian Laporan Keuangan. 

34. Seluruh aspek perjanjian kon ensi jasa dipertimbangkan dalam 
menetapkan pengungkapan yang memadai dalam eata tan atas 
laporan keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informa si berikut ini 
terkait dengan p erjanjian kon s ensi jasa pada setiap periode p elaporan: 
(a) Deskripsi perjanjian, kontrak, a tau perikatan yang dipersamakan 

sehubungan peIjanjian konsesi jasa; 
(b) Ketentuan yang signifIkan dalam peIjanjian kon s esi jasa yang 

dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan 
kepastian aliran kas di masa depan (misalnya m as a konsesi, 
tanggal penentuan ulang harga j tarif, dan dasar penentuan ulang 
hargaj tarif atau negosiasi ulang). 
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(c) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) 
dari: 
(i) Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan; 
(ii) Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik 

yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa; 
(iii) Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal 

laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi 
yang direklasiflkasi sebagai aset konsesi jasa; 

(iv) Hak untuk menerima aset yang ditentukan d i akhir mas a 
perjanjian konsesi jasa; 

(v) p I p an a gan an penghentian 
perasi kon esi jasa; 

(vi) Keten tuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya 
perbaikan besar kompo n utama aset onse 1 Jasa 
(overhaul) ; 

(vii) Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra te ha ap 
a set konse i jasa ta aset selain aset konsesi jasa guna 
memperoleh pendapat n; dan 

(d) Perubahan dalam perjanjian ko sesi jasa yang terjadi pada 
periode laporan keu angan tahun berjalan. 

3 . Pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraf 34 merupakan 
engung apan tambahan yang mate 'al sehubungan dengan a anya 

pe 'anjian onsesi jasa. Pengun gkap an atas perlakuan aku tansi 
yang secara khusus ia ur al SAP 1 . 'k ti ngung apan 
ya g me adai sesuai PSAP la in ersebut. 

36. P gu pan ebagai ana di d paragraf 34 di ajika n secara 
'vidual un eSl a a au a 'ikan secara 

ke an k setiap kel mpok pe' jian konsesi jasa. Suatu 
kelompo perjanjian konsesi j sa merupakan sua tu pengga bungan 

ari perjanjian ko s si jasa yang memil" . jen is atau kelompok serupa, 
isalnya jasa engelolaan j alan tol, telekomunikasi, a ta Jasa 

pengolahan air. 

KET NTUA TRANSISI (Ii t Pandu n P erapan P ragraf 66 - 67) 

37. er adap peljanjian konsesi j an telah erlangsung sebelum 
be lakunya Pernyata Standar ini, enti a s peme intah m enentukan 
dampak kum latif a tas pe rap an standar ini mulai p rio de yang 
palin memungkinkan d nga m n gacu pa da PSAP yang mengatur 
Kebijakan Akuntansi, Peru bah an Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, 
Perubahan Estimasi tansi dan perasi yang Dihentikan. 

TANGGAL EFEKTIF 

38. Pernyataan Standar Akuntans ' Pemerintahan (PSAP) ini berIaku 
efektif tanggal 1 Januari 2022. Pemberi konsesi menerapkan PSAP ini 
untuk periode laporan keuangan tahunan pada atau setelah tanggal 
efektif. 

Panduan Penerapan (Application Guidance) 

(Panduan Penerapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
PSAP 16) 

Ruang Lingkup (Iihat paragraf 2-6) 
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PP 01 Pernyataan Standar ini dimaksudkan sebagai pasangan pengaturan dari 
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 16 dari Dewan Standar 
Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Perjanjian Konsesi Jasa 
(ISAK 16), yang menetapkan persyaratan akuntansi untuk mitra sektor 
swasta dalam peIjanjian konsesi jasa. Untuk melakukannya, ruang 
lingkup, prinsip-prinsip untuk pengakuan aset, dan terminologi 
konsisten dengan pedoman yang berlaku dalam ISAK 16. Akan tetapi, 
karena Pernyataan Standar ini berkaitan dengan perlakuan akuntansi 
dari pemberi konsesi, Pernyataan Standar ini membahas perlakuan 
akuntansi yang diidentifikasi dalam ISAK 16 dari sudut pandang 
pemberi ko sesi, se agai . t: 

(a) P m beri konsesi mengakui kewajiban keuangan ketika pemberi 
k o sesi diwajibkan untuk melakukan serangkaian pembayaran 
k pada mitra atas penyediaan aset konsesi jasa (yaitu, atas 
pembangunan, pengemban a , perolehan maupun peningkatan a set 
mitral. Menggunakan persyaratan pengukuran yang ditentukan 
dalam Pernyataan Stan ini berdasarkan paragraf 12, 14, d n 20 
ISAK 16, mitra mengakui p dapatan untuk kon tr ksi, 
pen gembangan, akuisisi, peningkatan, dan jasa operasi yang 

isediakannya. Menurut para graf 8 ISAK 16, mitra menghentikan 
pengakuan aset yang dimiliki yang di i sebagai aset tetap sebelum 
memasuki peIjanjian konsesi jasa. 

( ) beri konsesi mengaku' ewajiban - pendapatan tang han 
ketika emberikan ke da mitra hak untuk memperoleh 
pend a dari pihak ketiga pengguna konsesi jasa a ta aset 
lain ang e ghasilkan endapa n. urut paragraf 26 IS K 16, 
mitra me gakui a set tak berwujud. 

(c) Pemberi konsesi m enghen ik a n gakuan atas a set yang d iberikan 
kepada itra da n t' dak la i emili i ken ali at s aset d imaksud. 
Menurut paragraf 27 ISAK 6 , mitra mengakui aset dan k e ajiban 
yang ditanggung terkait d ngan wajiban yang belum terpenuhi 

al pertukar n aset ters b t. 

PP 02 Paragraf 8 dari Pernyataan Stan ar i i en n tukan k n disi dimana 
suatu aset, terlepas ari selam r set, berada alam ruan lingkup 
Pern at an Standar ini. Paragraf 9 dari Pernya taan Standar ini 
menen tukan kon di i d 'mana sel ruh ur a set berada dalam ruang 
lingkup ernyata Standar ini. 

Definisi (lihat parag af 7) 

PP 03 Paragraf 7 mendefin' sikan suatu pe anjian onses! Jasa. Fitur umum 
dari suatu peIjanjian kons sijasa adalah: 

(a) Pemberi konsesi adalah enti a s pemerintah; 
(b) Mitra bertanggung jawab untuk setidaknya beberapa pengelolaan 

aset konsesi jasa dan penyediaan jasa pelayanan publik terkait dan 
tidak hanya bertindak sebagai agen atas nama pemberi konsesi; 

(c) PeIjanjian dimaksud menetapkan tarif awal yang akan dipungut oleh 
mitra dan mengatur revisi tarif selama periode peIjanjian konsesi 
jasa; 

(d) Mitra wajib menyerahkan aset konsesi jasa menjadi barang milik 
negaraj daerah kepada pemberi konsesi dalam kondisi tertentu pada 
akhir periode perj anj ian, baik dengan disertai sedikit atau tanpa 
pembayaran imbalan tambahan, terlepas dari pihak mana yang 
awalnya membiayainya; dan 
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(e) Perjanjian dimaksud diatur dalam suatu perjanjian mengikat yang 
menetapkan standar kinerj a, mekanisme penyesuaian tarif, dan 
pengaturan untuk menengahi perselisihan. 

PP 04 Paragraf 7 mendefinisikan aset konsesi jasa. Contoh aset konsesi jasa 
adalah: j alan , jembatan, terowongan, penjara, rumah sakit, bandara, 
fasilitas distribusi air, pasokan energi dan jaringan telekomunikasi, 
instalasi permanen untuk operasi militer dan operasi lainnya, dan aset 
tetap lainnya atau aset tak berwujud yang digunakan untuk keperluan 
administrasi dalam memberikan pelayanan publik. 

Pengakuan dan Pengukuran Perolehan Awal Aset Konsesi Jasa (lihat paragraf 
8-14) 

Pengaku As et Konsesi Jasa 

PP 0 5 Penilaian apakah aset konsesij s diakui sesuai dengan paragraf 8 (atau 
aragraf 9 u tuk se a umur a set) dibuat berdasarkan semua akta 

d keadaan dari perjanjian ko se i jasa. 

PP 06 Pen gendalian atau pengaturan sebagaimana d ' aksud dalam para graf 
(a) dilakukan dengan perjanji mengikat, atau dengan cara lai nya 

( e erti melalui regulat r pihak ketiga ya g mengatur entitas lain yang 
ber perasi di industri a tau sektor yang sarna dengan pemberi kon sesi), 
an termasuk keadaan dalam hal pemberi konsesi membeli semua 

t maupun dalam 1 sebagian a au seluruh 0 tput d ibeli oleh jasa 
en go na lain . Kern p an u n tuk mengecuali atau m ngatur akses 

bagi ihak . atas an aat s atu a set m e an elemen pentin g dari 
p n gendalian yang m embedakan sebuah aset milik entitas dengan aset 
yang erupakan ba rang publik d imana semua entitas memiliki akses 
dan memperoleh anfaat dari set d imaks d. Perjanjian m n gikat 

e etapkan harga/ tarif awal ang a an d ipungut oleh m itra dan 
men atur revisi ha gal tari elama p rio e p rjanji n onse 1 Jasa. 
Ketika p rjanjian e gika m embe' an h ak un k m engontrol 
pe aan set ko se i jasa kepada emberi onsesi, a set dim aksud 
mem hi kondisi yang diten an al p agraf 8 (a) m engenai 
pen en dalian ehubungan de ga . sa publik yan g harus d i ediakan 
oleh itra. 

PP 07 Untuk ujuan paragraf 8 (a), pemberi onsesi tidak perlu sepenuhnya 
mengendalikan harg j tarif: cukup bah a h argaj tarif da pat diatur oleh 
pemberi kons si, perjanj"an mengikat, a ta u regulator pihak ketiga yang 
mengatur entitas lain ya g beroperasi di industri atau sektor yang sarna 
(misalnya, rumah saki , sekolah, a tau universitas) dengan pemberi 
konsesi (misalnya, dengan m ka isme pembatasan). Akan tetapi, kondisi 
tersebut diterapkan pada substansi perjanjian. Untuk hal nonsubstantif 
dari perjanjian yang mengikat, seperti pembatasan harga/tarif yang 
hanya akan berlaku pada kondisi yang kemungkinannya kecil, 
diabaikan. Sebaliknya, jika, sebagai contoh, perjanjian dimaksudkan 
untuk memberikan kebebasan kepada mitra untuk menetapkan 
harga/tarif, tetapi setiap kelebihan keuntungan dikembalikan kepada 
pemberi konsesi, maka hal tersebut menunjukkan penerimaan mitra 
dibatasi dan pengujian pengendalian atas elemen harga/ tarif telah 
terpenuhi. 

PP 08 Pemerintah memiliki kekuatan untuk mengatur perilaku entitas yang 
beroperasi di sektor ekonomi tertentu, baik secara lang sung, atau 
melalui unit/lembaga yang dibuat khusus. Untuk tujuan paragraf 8(a), 



-13-

kekuasaan mengatur yang luas yang dijelaskan d i atas bukan 
merup akan pengendalian. DaJam Pernyataan Standar im, istilah 
"mengatur" dimaksudkan u ntuk diterapkan hanya daJam konteks syarat 
dan ketentuan spesifik dari peIjanjian konsesi jasa. Sebagai contoh, 
regulator jasa jaJan tol dapat menentukan tarif yang berlaku untuk 
industrijalan tol secara keselu ruhan. Bergantung pada kerangka h u kum 
daJam yurisdiksi, tarif tersebut mungkin tersirat dalam perjanjian 
mengikat yang mengatur perjanjian konsesi jasa yang melibatkan 
penyediaan transportasi jalan tol, atau tarif tersebut dapat secara 
khusus dirujuk di daJamnya. Akan tetapi, daJam kedua kasus ter sebut, 
pengendalian a as a on e lJasa . ontrak, atau peIjanjian 
mengika s rupa, a tau ari pera u an khu yang berlaku untu k jasa 
jaJan tol, dan bukan dari fakta bahwa p emberi konsesi adaJah entita s 
s tor publik (pem rintah) yang terkai denaan r gula or jasa j an tol. 

PP 9 Un tuk tujuan paragraf 8(b), pengendalian oleh pemberi konsesi u tuk 
setia p kepen · gan signifikan a tas sis a aset (residual) memba si 
k mampuan praktis mitra u tuk m enjuaJ atau menjaminkan a set dan 
m emberikan pemberi kon sesi h ak en ggunaan yang berkelanj -c tan 
selama periode perjanjian konsesi jasa. Kepentingan residual daJam aset 
m e pakan estimasi nilai kini a as aset seolah-olah sudah sampai akhir 

sia dan dalam kondisi yang diharapkan ada akhir periode perjanj ian 
k o sesi ·asa. 

PP 10 Penge alian berbeda den gan eng lolaan. Jika pemberi k nsesi 
1 e pertahankan tingkat pengen dalian yang Ue askan dalam p agraf 

(a} an memper an ke entingan residual ·gnifikan a tas aset, 
aka mitra h anya mengelola aset atas nama pemberi kon sesi -
e . un, dalam banyak kasus, hal terse b u t lebih banyak m eli atkan 

pe ·mbangan kebijakan manajemen. 

PP 11 ond· · dalarn paragraf 8(a) dan 8(b) bers a -sarna m engide tifikasi 
k pan a set, terma s k pen ggantian yang dipe u kan, d ·kendalikan oleh 
pem be . konses i un k keseluruhan u mur ko omis aset ko sesi jasa. 
S agai con oh, .. a m itra s e gg ti bagi dari a set selama 
period perjanjian (m ·saJnya , lapisan tas jaJan tau atap bangunan), 
mak aset dianggap s ebagai k e eluruh . Den gan demikian k on disi 
dalam para graf 8 (b) dipenuhi unt k selu h a et, termas k bagian yang 
diganti, ·ika pemberi kons si m en enda ikan s etiap k epentin gan residual 
yang s igni lkan dal penggantian akhir ba ·an tersebu . 

PP 12 Terkadang penggunaan aset konse . jasa ebagian diatur dalam cara 
yang dijela skan dalam paragraf 8(a) dan sebagian tidak diatur. Akan 
tetapi, perjanjian ini bervar"asi: 

(a ) Setiap a set yang secara lsik dapat dipisahkan dan marnpu 
dioperasikan secara independen serta memenuhi karakteristik aset 
yang menghasilkan penerimaan kas, dianalisis secara terpisah untuk 
menentukan apakah kondisi yang ditetapkan daJam paragraf 8(a) 
terpenuhi jika digunakan sepenuhnya untuk tujuan yang tidak 
diatur (misalnya, aset tersebut mungkin berlaku untuk bagian 
rumah sakit yang tidak diperuntukkan untuk umum, dimana bagian 
lain dari rumah sakit digunakan oleh pemberi konsesi untuk 
pelayanan pasien umum); dan 

(b) Ketika aktivitas mumi tambahan (seper ti tok o yang ada di rumah 
sakit) tidak diatur, pengujian pengendalian diterapkan seolah-olah 
aktivitas jasa dimaksud tidak ada, karena dalam kasus dimana 
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pemberi konsesi mengendalikan jasa dengan cara yang dijelaskan 
dalam paragraf 8(a), keberadaan aktivitas tambahan tidak 
mengurangi pengendalian pemberi konsesi terhadap aset konsesi 
Jasa. 

PP 13 Mitra mungkin memiliki hak untuk menggunakan aset terpisah seperti 
yang dijelaskan dalam paragraf PP12 huruf a., atau fasilitas yang 
digunakan untuk menyediakan aktivitas jasa tambahan yang tidak 
diregulasi seperti dijelaskan dalam paragraf PP12 huruf b. Dalam kedua 
kasus tersebut, secara substansi mungkin ada sewa dari pemberi 
konsesi kepada mitra; ·i a ernikian, maka per akuannya dicatat sesuai 
dengan PSAP yang mengatur meng . sewa. 

Aset yang ersedia dari Pemberi Kons si 

PP 14 Pe · anjian dapat mencakup aset yang berasal dari pemberi kon se",i: 

( ) Pemberi konsesi m emberikan akses kepada mitra untuk tuj an 
perjanj" an konsesi jasa; atau 

(b) Pemberi k sesi mem berikan aks s kepada mitra untuk tujuan 
m enghasilkan pendapatan sebagai kompensa si untuk penyed iaan 
aset konsesi jasa. 

PP 15 etentuan dalam paragraf 10 P rnyataan Standar ini adalah u ntuk 
en gukur aset yang diakui se u a i dengan paragraf 8 (atau paragraf 9 
tu selama umur set) pad nilai waJar engukuran awal. Aset yang 

hera a1 dar· 0 esi ang digunakan d am perjanjian k nsesi 
j s bera dari asifika i dan bukan b asal dari pen gakuan 

ebagaimana diatur alam Pernyataan Stan ar ini. Hanya peningkatan 
set ang berasal dari pemberi konsesi misalnya, mening atkan 
apasitas) yang di i sebagai as t konsesi j a a sesuai dengan paragraf 
, tau paragraf 9 u n tuk selama mur set. 

PP 16 J ika aset yan g beras dari pem eri konsesi tidak lagi memenuhi 
persyara tan p ngakuan sebagaimana diat alam paragraf 8 (atau 
para graf untuk selama umur a se ), aka pem eri konsesi mengikuti 
pri si pe gh entian p ngaku a n a lam PS P yang m engatur Aset Tetap 
ata P AP yang mengatur Aset Tak Berwuj d. Se agai contoh , jika aset 
yang tersedia dar· pem beri k n sesi di ihkan kepada mitra secara 
permanen, maka aset ter se but dihe tikan pengakuannya. Jika aset 
dialihkan secara semen ara, maka pemberi konsesi mempertimbangkan 
substansi dar· ke ntuan perjanjian k nsesi jasa dalam menentukan 
apakah aset ters ut h arus dihentikan pengakuannya. Dalam kasus 
tersebut, pemberi kons s i juga mem pertimbangkan apakah perjanjian 
tersebut merupakan transak si sewa atau transaksi jual dan sewa balik 
yang harus dipertanggungjawab kan sesuai dengan PSAP yang mengatur 
mengenru. sewa. 

PP 17 Ketika perjanjian konsesi jasa melibatkan peningkatan aset yang 
tersedia dari pemberi konsesi sehingga manfaat ekonomi di mas a de pan 
atau potensi jasa yang diberikan aset akan meningkat, maka 
peningkatan tersebut dinilai apakah memenuhi persyaratan pengakuan 
dalam paragraf 8 (atau paragraf 9 untuk selama umur aset). Jika 
persyaratan tersebut dipenuhi, maka pemutakhiran diakui dan diukur 
sesuai dengan Pernyataan Standar ini. 

Aset Mitra yang Ada 
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PP 18 Mitra dapat menyediakan aset untuk digunakan daIam peIjanjian 
konsesijasa yang be1um dibangun, dikembangkan, atau diakuisisi. Jika 
perjanjian melibatkan aset mitra yang ada, yang digunakan mitra untuk 
tujuan perjanjian konsesi jasa, maka pemberi konsesi menentukan 
apakah a set mitra tersebut memenuhi persyaratan dalam paragraf 8 
(atau paragraf 9 untuk selama umur aset). Jika persyaratan pengakuan 
terpenuhi, maka pemberi konsesi mengakui aset mitra terse but sebagai 
aset konsesi jasa dan mencatatnya sesuai dengan Pernyataan Standar 
lnl. 

Aset yang Diban atau . embang an 

PP 19 Pada aat aset yang dibangun atau dikembangkan memenuhi 
persyaratan 24 daIam paragraf 8 (atau paragraf 9 untuk selama umur 
a et , pemberi kon esi mengakui dan mengukur aset ters bu sesuai 
d e gan Pernyataan Standar in ·. PSAP yang mengatur Aset Tetap tau 

SAP yang m en gatur Aset Tak B IWUjud, menetapkan kriteria ap 
et konses · jasa diakui. SAP yang mengatur Aset Tetap dan PSAP ya ng 

m ngatur Aset Tak Berwujud mens aratkan bahwa suatu aset diakui 
jik , dan hanya jika: 

(a) Besar kemungkinan manfaat ekonomi di mas a depan atau potensi 
jasa yang terkait dengan as t terseb t a kan mengaIir ke entitas ; dan 

( ) iaya atau n · ai wajar as d a p ., kur secara and aI. 

PP 20 aragraf PPI , a dengan syarat dan k et ntuan 
dari eIJanJlan e gikat , per u dipertimbangkan dalam 

r en e u an apakah akan e akui aset konsesi jasa selama periode 
imana aset tersebut dibangun a tau dike angkan. Untuk a set tetap 
an aset k berwuj d, kriteria pengaku ngkin da at di enuhi 
lama periode kon t si ata u pengem b gan, d an, jika d em ikian, 

p m beri onseSl anya me ui a et on esi jasa selama eriode 
terse 

PP 21 Krit ria pengakuan ertama m en syara an ran anfaat ekon omi atau 
poten i jasa kepada pem beri n ses·. D ri s dut pandang pemberi 
ko se i, tu ·uan u tama dari s t k o e i j sa adalah untuk memberikan 
pote si jas a ta kon esi. Serupa dengan aset yang 
dibangun atau d ikembang ole pemberi konsesi untuk 
penggu aannya s ndiri, p em onsesi m enilai, pada saat biaya 
konstruks· atau pe gem banga n d·keluarkan, ketentuan perjanjian 
mengikat untuk men entukan apakah otensi jasa dari aset konsesi jasa 
mengalir kepada p m beri onsesi pada aat itu. 

PP 22 Kriteria pengakuan kedua m en yaratkan bahwa biaya perolehan awal 
atau nilai wajar a set dapat di kur dengan andal. Dengan demikian, 
untuk memenuhi kriteria pengakuan dalam PSAP yang mengatur Aset 
Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud, pemberi konsesi 
harus memiliki informasi yang dapat diandalkan ten tang biaya atau nilai 
wajar aset selama konstruksi atau pengembangannya. Sebagai contoh, 
jika perjanjian konsesi jasa mengharuskan mitra untuk menyampaikan 
laporan kemajuan se1ama konstruksi atau pengembangan aset kepada 
pemberi konsesi, maka biaya yang dikeluarkan dapat diukur, dan 
karenanya akan memenuhi prinsip pengakuan dalam PSAP yang 
mengatur Aset Tetap untuk aset yang dibangun atau daIam PSAP yang 
mengatur Aset Tak Berwujud untuk aset yang dikembangkan. Hal ini 
juga berlaku, dalam hal pemberi konsesi memiliki sedikit kemampuan 
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untuk menghindari penerimaan aset yang dibangun atau dikembangkan 
untuk memenuhi spesifikasi kontrak, atau perjanjian mengikat yang 
serupa, maka biaya diakui sesuai kemajuan yang dibuat hingga 
penyelesaian aset. Dengan demikian, pemberi konsesi mengakui aset 
konsesi jasa dan kewajiban terkait . 

Pengukuran Aset Konsesi Jasa 

PP 23 Paragraf 10 mensyaratkan aset konsesi jasa yang diakui sesuai 
denganparagraf 8 (atau paragraf 9 untuk selarna umur aset) perolehan 
awalnya di wa· e ara kh s s , nilai wajar digunakan 
untuk menentukan pembangunan, biaya pengembangan a tau biaya 
peningkatan aset konsesi jasa pada pengakuan perolehan awal. 
Persyara tan dalarn paragraf Otidak berlaku untuk aset pemberi konsesi 
ang d ireklasifikasi sebagai as konsesi j asa sesuai dengan par graf 11 

d a i Pernyataan Standar ini. n ggunaan nilai wajar pada pe gakuan 
erolehan awal bukan merupakan penilaian kembali berdasarkan PS P 

Y ng mengatur Aset Tetap tau PS P yang mengatur Aset Tak Berwujud. 

PP 24 J is kompensasi yang dipertu ark an ant a pemberi konsesi dan mitra 
m m engaruhi bagaimana n ilai wajar aset konsesi jasa ditentukan pada 

e gakuan perolehan a wal. Pe en tuan nilai wajar aset pada pe gakuan 
erolehan a wal berdasarkan jenis k mpensasi yang dipertukarkan 

seb gai berikut: 

( ) alarn hal pembayaran dila k an 0 pemberi konsesi kepada 
perolehan a wal aset merupaka n agian 

,.... pem a yan a kan kepa da mitra tuk aset ter sebut. 
( ) Dalarn h a l pember i konsesi ti ak melaku kan pembayaran at s aset 

kepada m itra, a set terse but icatat d e gan cara yang sarna 
sebag· ana pe karan a et n n moneter dalarn PSAP yang 
mengatur Aset Tetap dan P AP yan menga tur Aset Tak Berwujud. 

Tipe Ko 

PP 25 Pe janjian konses i jasa jar g sam ; persyaratan tekni bervariasi 
m e urut sek tor dan yuri dikL i. el · it , ketentuan perjanj ian juga 
dap t bergantung pada karakteristik ata u fitur khusus d ari kerangka 
huku keseluruh an yurisdiksi ertentu. Hukum ko t rak, jika ada, dapat 
memuat ke en tuan yang tidak h arus iulang dalam kontrak individual. 

PP 26 Bergantung pada keten tuan perjanjian konsesi jasa, pemberi konsesi 
dapat memberikan kompensa . k ada mitra untuk aset konsesi jasa 
dan penyediaan jasa pelayan an publi dengan kombinasi berikut: 
(a) Melakukan pembayaran (m is nya, kas) kepada mitra; 
(b) Mengompensasi mitra den an cara lain, seperti: 

1) Memberikan hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan 
dari pihak ketiga pengguna aset konsesi jasa; atau 

2) Memberikan akses kepada mitra untuk menggunakan aset selain 
aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan. 

PP 27 Pada saat pemberi konsesi memberi kompensasi kepada mitra untuk 
asset konsesi jasa dengan melakukan pembayaran kepada mitra, 
komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik dari 
pembayaran dapat dipisahkan (misalnya, perjanjian mengikat 
menentukan jumlah rangkaian pembayaran yang telah ditentukan 
sebelumnya untuk dialokasikan ke aset konsesijasa tersebut) atau tidak 
terpisahkan. 
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Pembayaran Terpisah 

PP 28 Suatu perjanjian konsesi jasa mungkin dapat dipisahkan dalam 
berbagai keadaan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada berikut ini: 
(a) Bagian dari aliran pembayaran yang bervariasi sesuai dengan 

ketersediaan aset konsesi jasa itu sendiri dan bagian lain yang 
bervariasi sesuai dengan penggunaan atau kinerja jasa tertentu yang 
teriden tifikasi; 

(b) Komponen yang berbeda dari perjanjian konsesi jasa yang 
dilaksanakan untuk periode yang berbeda atau dapat dihentikan 
secara terpisah. Sebagai contoh, komponen ketersediaan jasa 
pelayanan publik individual dapat dihentikan tanpa memengaruhi 
ke erlangsungan pelaksanaan pengaturan lainnya dari perjanjian; 
atau 

erbagai komponen dalam perjanjian konsesi jasa dapat 
dinegosiasikan ulang secara terpisah. Sebagai contoh, komp n en 
ketersediaan jasa pelayanan publik dilakukan pengujian pasar an 
sebagian atau semua kenaika atau pengurangan biaya dite an 
ke p mberi konsesi sedemikian ru a sehingga bagian pembayaran 
oleh pemberi konsesi yang terkait khusus dengan ketersedi an jasa 

elayanan publik itu dapat d iidentifikasi. 

PP 29 SAP Y g menga Aset Tetap dan PSAP yang mengatur Aset Tak 
erwujud mensyaratkan pengukuran perolehan awal aset yang dip eroleh 
al transaks · pertukar sebesar biaya yang timbul (at cost), yaitu 

. arg tunai yang tara de gan a et. Untuk transaksi pertukaran, harga 
a n aksi diangga seb gai n ilai wajar, kecuali dinyatakan ebaliknya. 

J ika kompo en pembayaran aset dan ketersediaan jasa p el yanan 
pu . da at di isahkan, maka h arga tunai yang setara n g aset 
k o sesi ja a adalah nilai kini pem bayaran dari komponen aset onsesi 
j s dimaksud. Nam n d emikian , jika n ilai kin i pembayaran dari bagian 

set ebih besar da ri nilai wajar, maka peroleha n awal a set kon sesi jasa 
iu kur pada nilai wajarnya. 

Pembayara yang tidak terpisah 

PP 30 Jik ompon en pem bayaran a set dan ketersed iaan jasa pelayanan 
pub ik oleh pemberi konsesi kepada mitra tidak dapat dipisahkan, maka 
nilai wajar dalam paragraf 10 ditentukan dengan m en ggunakan teknik 
estimasi. 

PP 31 Untuk tujuan pen erapan persyaratan Pernyataan Standar mI, 
pembayaran dan imbalan lain yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa 
dialokasikan pada awal perjanjian atau berdasarkan penilaian ulang 
atas perjanjian aset konsesi jasanya dan untuk komponen lain dalam 
perjanjian konsesi jasa dimaksud (misalnya, jasa pemeliharaan dan 
operasi) berdasarkan nilai wajar relatifnya. Nilai wajar dari aset konsesi 
jasa hanya mencakup jumlah yang terkait dengan komponen aset dan 
tidak termasuk jumlah untuk komponen lain dalam perjanjian konsesi 
jasa. Untuk beberapa kasus, pengalokasian pembayaran untuk aset dari 
pembayaran untuk komponen lain dalam perjanjian konsesi jasa 
mengharuskan pemberi konsesi menggunakan teknik estimasi. Sebagai 
contoh, pemberi konsesi dapat melakukan estimasi pembayaran terkait 
aset dengan mengacu pada nilai wajar aset yang sebanding pada 
perjanjian yang tidak mengandung komponen lain, atau melalui estimasi 
pembayaran untuk komponen lain dalam perjanjian konsesijasa dengan 
mengacu pada pengaturan yang sebanding dan kemudian 



-18-

mengurangkan pembayaran tersebut dari keseluruhan pembayaran 
sesuai dengan pengaturan di perjanjian. 

Mitra Menerima Bentuk Kompensasi Lainnya 

PP 32 Jenis-jenis transaksi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 18 huruf 
(b) adalah transaksi pertukaran nonmoneter. 

PP 33 Ketika mitra diberikan hak untuk memperoleh pendapatan dari pihak 
ketiga atas pengguna aset konsesi jasa, atau aset lain yang 
menghasilkan pendapatan, atau menerima kompensasi nonkas dari 
pemberi k onsesi, pemberi k on sesi . ak menge uar an biaya s ecara 
langs n g ntuk memperoleh aset jasa konsesi. Bentuk-bentuk 
ko pensa si kepa da mitra dimaksudkan untuk memberikan kom pensasi 
k epad a mitra, baik untuk biaya penyediaan aset kon sesi ja sa m aupun 
u n tuk pengoperasian aset konsesi jasa selama jangka waktu perj Jlan 

onse si jasa. Atas hal ters but , pemberi konsesi menguku ru 
perolehan awal kompo en a e t dengan cara yang konsisten se u ai 
p ragraf o. 

Pengukur n elanjutnya 

PP 34 Setelah pengakuan awal, pem b eri konsesi menerapkan PSAP yang 
mengatu set tetap atau a set tak berwujud untuk pengukuran 
el ·utnya dan penghentian pen akuan aset konsesi jasa. Per syaratan 
, al Pernyataan S in i d iterap untuk semua aset yang diakui 

a ta dikla ·fikasi a ... sebagai a set onsesi jasa sesuai dengan 
yata tandar in· . 

Pengaku a n dan engukuran Ke n (l"h a pa a gr ph 15 - 9) 

PP 35 Pe beri kon sesi m en akui kewajiban ses ai dengan paragraf 1 hanya 
k etika aset konsesi j a sa iakui sesuai dengan paragraf 8 (atau paragraf 

u ntuk se ama umur ase ). ifat kewajiban ang d iakui sesu ai dengan 
par graf 15 er be alam setia p eadaan yang dij elaskan daIam 
p ragraf P24 s e 1 . de gan su bs tan inya. 

Skema Kew ajiban Keuangan iha paragraf 19 - 4) 

PP 36 Pemb xi k o sesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat jika 
memiliki sedikit, j ika ada , kel 1 asaan untuk mengh indari tanggungan 
kewajiban, yang umumnya timbul karena perjanjian m engikat dengan 
mitra yang dapat d ipaks kan secara hukum. 

PP 37 Ketika pemberi konses· mem berikan komp nsasi kepada mitra untuk 
biaya penyediaan aset kon ses· jasa dan penyediaan jasa pelayanan 
publik dalam bentuk serangkaian pembayaran yang telah ditentukan, 
jumlah yang mencerminkan bagian dari serangkaian pembayaran 
tersebut diakui sebagai kewajiban sesuai dengan paragraf 15. Kewajiban 
Ini tidak terma suk komponen biaya keuangan dan komponen 
ketersediaan jasa pelayanan publik dari pembayaran yang ditentukan 
dalam paragraf 22. 

PP 38 Apabila pemberi konsesi melakukan pembayaran di awaI kepada mitra 
sebelum aset konsesijasa diakui, pemberi konsesi mencatat pembayaran 
tersebut sebagai pembayaran di muka. 
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PP 39 Biaya keuangan yang disebutkan dalam paragraf 22 ditentukan 
berdasarkan biaya modal mitra yang khusus dibayarkan untuk a set 
konsesi jasa, jika hal ini praktis untuk ditentukan. 

PP 40 Jika biaya modal mitra khusus untuk aset konsesi jasa tidak mudah 
ditentukan, maka dapat menggunakan tingkat suku bunga implisit yang 
ditentukan dalam perjanjian khusus untuk aset konsesi jasa, tingkat 
suku bunga pinjaman inkremental pemerintahj pemberi konsesi, atau 
tingkat suku bunga lainnya yang sesuai dengan syarat dan ketentuan 
dari perjanjian konsesi jasa. 

PP 41 Jika info a i yang memadai tidak tersedia maka tingkat suku bunga 
yang d'gun akan untuk menentukan biaya keuangan da pa t diestimasi 
dengan me gacu pada t ingka t suku bunga yang d ih arapkan 
eh bungan perolehan aset yang serupa (misalnya, sewa u n tuk aset 

yang serupa, di lokasi yang s rupa dan untuk syarat ketentuan yang 
erupa). Estim a s ' tingkat suku b nga ini perlu ditinjau bersama-sama 
engan: 

PP42 

(a ) Nilai kini dari pembayaran; 
(b) Asumsi nilai wajar aset; dan 
(c) Asumsi nilai residu, untuk memastikan semua angka layak 

dipertimbangkan dan sali g konsisten. 

alam h al pe e i ko i 
(misalny , gan meminjamk 

m ng bi! b dalam pembiayaan 
na kepada mitra untuk memb gun, 

eningkatkan ase kon e i jasa, 
, maka biaya keuangan dapat 

bu ga InJaman In emental 

PP 43 Tingkat su ku bun ga yang digunak u n tuk m enentukan biaya 
e angan mung . n tidak dapat diu ah di kemudian hari ecuali 

k m ponen aset ata selu h pengat r n da a m perjanjian k eSI Jasa 
din egosia sikan ulang. 

PP 44 Biaya keuangan te kait kewajiban yang tim b dari perjanjian konsesi 
jas d 'sajikan secara ons'sten sebagai beban. 

PP 45 Komp nen keter sediaan jasa pelayanan publik dari pembayaran yang 
ditentukan sesuai dengan paragraf 2 2 umumnya diakui secara merata 
selama m sa p eIjan' ian onsesi jasa karen a pola pengakuan ini paling 
sesuai dengan penyediaa n jasa pelayanan publik. Dalam hal terdapat 
biaya spesifik yang diharuskan untuk dikompensasi secara terpisah, dan 
waktunya diketahui, m ka b ban diakui pada saat terjadinya. 

Skema Pembenan Hak Usaha kepada Mitra (lihat paragraj 25 - 28) 

PP 46 Ketika pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra untuk aset 
konsesi jasa dan penyediaan jasa pelayanan publik dengan memberikan 
hak usaha kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari pihak 
ketiga pengguna aset konsesi jasa, mitra diberikan hak untuk 
memperoleh pendapatan selama periode perjanjian konsesi jasa. 
Sebaliknya, pemberi konsesi memperoleh manfaat sehubungan dengan 
aset konsesi jasa yang diterima yang substansinya merupakan 
pertukaran dengan hak yang diberikan kepada mitra selama periode 
perjanjian konsesi jasa. Oleh karena itu, pendapatan tidak dapat 
langsung diakui. Sebagai gantinya, kewajiban diakui untuk setiap 
bagian dari pendapatan yang masih ditangguhkan. Pendapatan diakui 
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dan kewajiban (pendapatan tangguhan) dikurangi sesuai dengan 
paragraf 26 berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, 
umumnya pada saat akses terhadap aset konsesi jasa diberikan kepada 
mitra selama jangka waktu perjanjian konsesi jasa. Sebagaimana 
dijelaskan dalam paragraf PP26, pemberi konsesi dapat memberikan 
kompensasi kepada mitra berupa kombinasi dari pembayaran dan 
pemberian hak untuk memperoleh pendapatan langsung dari pihak 
ketiga pengguna aset. Dalam hal ini, jika hak mitra untuk memperoleh 
pendapatan dari pihak ketiga secara signifikan mengurangi atau 
menghilangkan serangkaian pembayaran yang telah ditentukan oleh 
pemberi kon - pa a . tra, a as penen an lain mungkin 
lebih tepat un uk mengu angi kewajiban (misa lnya, ketentuan 
sehubu ngan serangkaian pembayaran oleh pemberi konsesi di mas a 
depan, dikurangi atau dihilang an). 

PP 4 7 Ke tika pemberi konsesi membe 'kan kompensasi kepada mitra u n tuk 
set konsesi . sa dan keter ediaan jasa pelayanan publik d en gan 
engguna an aset yang m engh silkan pendapatan selain dari a set 

konsesi jasa, maka pendapatan diak i dan kewajiban (penda patan 
t gguhan) yang diakui sesu . dengan paragraf 25 dikurangi dengan 
cara yang serupa seperti yang d ijelaskan dalam paragraf PP46 . Dalam 
h a l ini, pemberi konsesi juga m em perhatikan persyaratan penghentian 

engakuan aset pada PSAP y g mengatur Aset Tetap atau PSA yang 
e gat r A et Tak Berwu·ud. 

PP 48 f pada s emb 'an hak usaha kepad , m u n gkin ada 
"bi y bayangan". Beberapa biaya b yangan d 'maks d d ibayarkan 
u n tuk kons ksi, pengemb gan, akuisisi, atau peningka tan aset 
ko esi -asa, dan pengoperasian ase 0 eh mi ra. Da am emberi 

o sesi m m bayar m itra hanya terkait unt k tuju penggu aan aset 
ko sesi ja s a yang d ' ikmati p ' ak ketiga pen gguna a et konse i jasa, 

. ak a pembaya an tersebu erupa an kom pen sasi sebagai pe ukaran 
a ta pe ggunaan a et dan bu an is 'si/perolehan a set kon sesi jasa. 
D n g demikian, pe ayaran sema cam itu tidak terkait dengan 
kewaj iban (penda at n a ngguh a n) y ng disebutkan dala m paragraf 
PP4 7. Pemb r i kon e i memberikan ompen sasi kepada mitra hanya 
seba tas pada p enggunaan aset k onsesi jasa, dan pembayaran dimaksud 
diper akukan sebagai beban. 

Membagi Perjanjian rr hat p aragraf 29 - 30) 

PP 49 Jika mitra me dapa kom ensasi untuk aset konsesi jasa sebagian 
dengan serangkaian pembayaran yang telah ditentukan dan sebagian 
dengan menerima hak unt k m e peroleh pendapatan dari pihak ketiga 
atas penggunaan aset konsesi jasa atau aset lain yang menghasilkan 
pendapatan, maka pemberi ko sesi mencatat secara terpisah setiap 
bagian dari kewajiban sesuai dengan bentuk imbalan dari pemberi 
konsesi. Dalam hal ini, imbalan kepada mitra dibedakan menjadi bagian 
kewajiban keuangan untuk serangkaian pembayaran yang telah 
ditentukan sebelumnya dan bagian kewajiban untuk hak usaha yang 
diberikan kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari pihak ketiga 
atas penggunaan aset konsesi jasa atau aset yang menghasilkan 
pendapatan lain. Masing-masing bagian kewajiban diakui pada 
pengakuan aWalnya sebesar nilai wajar imbalan yang dibayarkan atau 
ditagihkan. 
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Kewajiban Lainnya, Komitmen, Kewajiban Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi 
(lihat paragraf 31) 

PP 50 Perjanjian konsesi jasa dapat mencakup berbagai bentuk jaminan 
keuangan (misalnya, jaminan, keamanan, atau ganti rugi terkait dengan 
u tang (debt) yang dikeluarkan oleh mitra untuk membiayai konstruksi, 
pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa) , atau 
jaminan kinerja (misalnya, jaminan aliran pendapa tan minimum, 
termasuk kompensasi untuk kekurangan penerimaan/shortfall), 

PP 51 Jaminan te a a ole ember' ko sesi mungkin memenuhi 
definisi ontrak 'aminan keuangan, Pemberi konsesi menentukan 
apakah jam inan yang dibuat oleh pemberi konsesi sebaga i bagian dari 
perjanf an kon se i jasa m em enuh i d efm isi k ontrak jaminan k eu angan, 
Apab 'lajaminan te sebut merupakan kontrak asuransi, pemberi konsesi 
d apat memperlakukannya sebagai kontrak asuransi, 

PP 5 aminan dan komit en yang tidak memenuhi kriteria kon trak 
p njamina n keuangan atau ukan kontrak asuransi, dicatat sesuai 
d n gan PSAP mengenai Provisi, Kewajiban Kontinjensi, dan Aset 
K f njensi. 

PP 53 Aset atau wajiban 0 tinjen i m ungkin apat timb dari perselisiha n 
tas ketent an yang di tur dalam perjanjian konsesi j asa, Kontinjensi 

'cata ' d P P an m en gatur Provisi, Ke ajiban 

Pendap tan ain ya liha parag af 32) 

PP 54 itr dapat membe ikan 0 ens beri on sesi a ta akses 
terhadap aset ko sesi jasa den gan menye iakan erangkaian arus 

a suk s m ber d ya ekonomi yang telah ditentuk kepada pemberi 
o ,an ru : 

(a ) Pembayaran d imuka tau liran pembayaran-pembayaran; 
( ) Kete a pem bagian pen a patan; 
(c) en syaratka m itra untuk men gurangi ju m lah pem bayaran oleh 

pembe i on esi ter adap serangkaian pem ba aran yang telah 
ditentukan; dan 

(d) P mbayaran sewa tas pem b erian akses kepa da m itra terhadap aset 
yang m ngha ilkan penda a tan, 

PP 55 Ketika mitra memberikan pembayaran dimu ka, a liran pembayaran, atau 
imbalan lainnya kepa a pe ber' konsesi atas hak penggunaan aset 
konsesijasa selamajangka aktu perjanjian onsesijasa, maka pemberi 
konsesi mencatat pembay an in i sesu ai dengan PSAP yang mengatur 
pen dapatan, Saa t pengakuan endapatan ditentukan berda sarkan 
syarat dan ketentuan yang dia ur dalam perjanjian konsesi jasa yang 
secara khusus mengatur tanggung jawab pemberi konsesi untuk 
memberikan akses kepada mitra terhadap aset konsesi jasa, 

PP 56 Apabila mitra memberikan pembayaran dimuka, aliran pembayaran, atau 
imbalan lainnya kepada pemberi konsesi yang men ambah nilai aset 
konsesi jasa, hak memperoleh pendapatan dari pihak ketiga pengguna 
aset konsesi jasa atau hak memperoleh pendapatan dari aset lain, setiap 
bagian dari pem bayaran yang diterlma d ari mitra ditangguhkan 
pengakuannya dalam periode akuntansi diakui sebagai kewajiban 
(pendapatan tangguhan) sampai terpenuhinya syarat pengakuan 
p endapatan, 
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PP 57 Ketika persyaratan pengakuan pendapatan dipenuhi, kewajiban 
(pendapatan tangguhan) dikur angi karen a terpenuhinya syarat 
pengakuan pendapatan sebagaimana dinyatakan dalarn paragraf 32. 

PP 58 Akan tetapi, mengingat sifat yang bervariasi dari berbagai jenis aset yang 
dapa t digunakan dalam perjanjian k on sesi jasa, dan jumlah tahun 
selama perjanjian beroperasi, dimungkinkan terdapat metode a lternatif 
yang lebih tepat untuk mengakui pendapatan yang dihubungkan dengan 
aliran masuk yang ditentukan dalarn peIjanjian yang lebih 
mencerminkan konsumsi ekonomi mitra atas akses terhadap aset 
konsesijasa I a . ai aktu g. Sebagai contoh, metode anuitas 
yang me erap an faktor bunga majemuk yang mengakui pendapatan 
secara ebi merata dengan menggunakan basis diskon , d ibandingkan 
den an menggunakan basis nomin al, m ungkin lebih sesu ai untuk 
p Ija j ian konsesi jasa dengan jangka waktu ya n g berlangs n g s elarna 
be erapa dekade. 

PP 5 Ketika pembayaran dimu ka iter ima dari mitra, penda pa tan diakui 
dengan cara yang paling mencerm' kan konsumsi ekonomi mitra a tas 
ak es t rhadap aset konsesi jasa danl atau ilai waktu uang. Se agai 
co toh, ketika mitra dih aruska n membayar cicilan tahunan s ama 
j angka waktu peIjanjian konsesijasa, ataujumlah yang telah ditentukan 

n tuk un-tahun tertentu, maka pe dapatan diakui selama jangka 
wak u yang di en u kan ter se b t. 

PP 60 eIjan konsesi 'asa dimana mitra di eri an hak untuk 
e e 0 eh penda atan dari piha ketiga pengguna aset k on e i jasa, 

pen da atan ter . den a aliran masu k m anfaat e onom i diterima 
ke . a 'asa d isedi dan oleh karena itu di i dengan dasar 
p n gakuan yang sarna deng pengurangan kewajiban (pe da patan 
t gguhan). Dalarn hal ini, pem beri kon sesi akan s .r ing bernegosiasi 
u tuk ll'lem asukk n eten tuan a gi hasil da lam perjanj i n kon sesi jasa 
den gan m itra. Bagi asil n dapat ebagai bagian pengaturan dalarn 
p rjanjian kon es' j sa dapat ida sarkan pada s emua p n dapatan yang 
di eroleh 0 h m' ra , a au pad a pen dapatan di ata s m bang batas 
terten t ,atau pada p ndapata le ih d ri ya n g dibu tuh k m itra untuk 
men a ai tingka t im a1 hasil yang ditentuk 

PP 61 Pembe i k nsesi men gakui pend apatan yang dihasilkan dari ketentuan 
bagi has' pen dapatan dala m perjanjian konsesijasa pada saat diperoleh, 
sesuai dengan ubstansi perjanjian yang relevan, setelah peristiwa 
kontinjen (mis nya, pencapaian ambang batas pen dapatan) dianggap 
telah teIjad i. Pemberi ko sesi menerapkan PSAP mengenai Provisi, 
Kewajiban Kontinjensi da Aset K ntinjen si untuk menentukan kapan 
peristiwa kontinjensi telah terja di. 

PP 62 Pendapatan dapat berasal dari pengurangan pembayaran oleh pemberi 
konsesi di masa depan terhadap serangkaian pembayaran yang telah 
ditentukan, a tau alternatifnya mensyaratkan mitra untuk memberikan 
imbalan nonkas dimuka kepada pemberi konsesi. Pendapatan dimaksud 
diakui pada saat kewajiban dikurangkan. 

PP 63 Ketika mitra membayar sejumlah uang sewa untuk akses terhadap aset 
yang menghasilkan pendapatan, maka pendapatan sewa d iakui sesuai 
dengan PSAP yang mengatur pendapatan dari t ransak si non pertuk aran. 

Penyajian dan Pengungkapan (lihat paragraf 33 - 36) 
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PP 64 Pernyataan Standar ini hanya membahas pengungkapan tambahan 
terkait dengan perjanjian konsesi jasa, Jika akuntansi untuk aspek 
tertentu dari perjanjian konsesi jasa dibahas dalam Pernyataan Standar 
lain, maka pemberi konsesi mengikuti persyaratan pengungkapan 
Pernyataan Standar terse but selain dari yang ditetapkan dalam paragraf 
34, 

PP 65 Selain pengungkapan yang diuraikan dalam paragraf 33 - 36, pemberi 
konsesi juga menerapkan persyaratan penyajian dan pengungkapan 
yang relevan dalam Pernyataan Standar lainnya karena berkaitan 
dengan aset, endapatan, dan beban yang diakui dalam 
Pernyataan 

Peralihan ( ihat parag af 37) 

PP 66 Pad periode penerapan awal pertama kalinya Pernyataan Standar ini, 
sangat besar kemungkinan ter ap t perjanjian konsesi jasa yang su h 
b rlangsung lama seb m b akunya Pernyataan Standar ini, dan 
pemberi konsesi belum meng ui aset konsesi jasa beserta kew Jiban, 
pe dapa tan, dan beban terkait yang terdampak. Untuk itu Pernyataan 
Standar ini mensyaratkan pem eri konsesi pada awal periode pen era pan 

ertama kali mengakui aset konses i jasa beserta kewajiban, penda patan, 
. a beb terkait yang terdam ak seeara retrospektif terhadap kejadian 

per'anjian ko lah ' 1ai d ' m sa lalu untuk disajikan 
i 1 poran angan engan e g eu kepada PS P mengenai Kebijakan 

Ak tan ' , P ru an Kebij an Akuntansi, Ke alahan, Perubahan 
nsi dan 0 e a i y g Dihentikan, 

PP 67 Aset konsesi j a sa seea ra retrospe tif diukur menggunakan model biaya 
atas perole an ni ai komponen a et konsesi jasa ang ' er kan pada 
tan ggal pen erapan a w bersarna-sama d engan aku u lasi pe yusutan 
a ta akum lasi a m rtisasi aset ya, D pak kumulatif penerapa n awal 
a ta ' en g an omp en a et onsesi jasa dieatat sebagai 
pen · es aian ada sal awal perubahan ekuitas pada tanggal 
pe erap awal, 
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Dasar Kesimpulan (Basis for Conclusions) 

(Dasar Kesimpulan ini melengkapi PSAP Perjanjian Konsesi Jasa, namun bukan 
bagian dari PSAP) 

Tujuan 

DK 01 Upaya pemerintah untuk melakukan kerjasama antara pemerintah 
dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik 
sudah dimulai di tahun 2005 yang ditandai dengan terbitnya 
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerja 
Sarna emerintah d engan Badan Usaha dal Penyediaan 
Infra s ru tur, Perpres 6 7 tahun 2005 telah diubah beberapa kali, 
sebel akhimya dica but dan d iganti dengan Perpres Nomor 38 
ahun 2015 ten tang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha 

dalam Penyediaan Infrastru tur, Namun demikian, sebelum ahun 
2000 substansi kerjasama a n tara pemerintah dan badan usaha u ah 
berlangsun g dengan istilah s aa t itu adalah kerjasama pemerin tah 
dengan swasta, 

DK 02 Pelaksanaan perjanjian kerjasama pemerintah dengan badan aha 
tidak lepas d ari pemodelan k u angan sektor publik yang d iprakarsai 
oleh B k Dunia d'm ana pe erintah m emiliki dana pembiayaan yang 
terbatas tuk enyediaan infrastruktur dan layanan publik , dan 
pe ode 'ke al ca ra 'nternasional sebagai Public Private 
P tn s (PPP) , Kete ' atan pemerintah dalam pe 'anjian 

rintah de g ba an usaha sesungguhnya bertujuan 
a untu enyed' akan layanan publik sebagaimana amanat 

ndan -Un ang No . or 25 Tah 2009 ten tang e ayanan Pub 'k dan 
Peratur Pemeri tah (P) omor 9 6 Tahun 20 2 ten tang 
Pelaks aan U d g-Und g Nom or 2 5 Tahu n 2 009 tentang 
Pelaya Publik, dan bu k semata-ma ta untuk penga a an dan 
pe 0 eh a aset barang ilik negaraj daerah . 

DK 03 Pem anfa tan barang ilik negarajdaerah dalam bentuk kerjasama 
e y diaan . fr ruk ur i ajikan di Ne aca seba gai Kemitraan 

dalam a s' ikasi A et Lainnya ang erpedoman kepada PSAP 01 
ten tan g Penyaj ian Laporan Keuangan, Berdasarkan defin isi dalam 
PSAP 0 1, bahwa "Kemitraan" a alah perjanjian antara dua pihak atau 
lebih yang mem unyai komi n ntuk m elaksanakan kegiatan yang 
dikendalikan bers rna dengan menggunakan aset danj atau hak 
usaha yanb di iliki, Dengan demikian perlu diuji apakah 
pemanfaatan rang milik negaraj daerah dalam penyediaan 
infrastruktur untuk kepentingan umum dan layanan publik 
memenuhi adanya pengen alian bersama dian tara para pihak, Dalam 
hal pengendalian ada di pih pemerintah, maka perlu pengaturan 
kembali untuk penyajian pos di Neraca, dan sekaligus menjadi titik 
kritikal apakah pemanfaatan barang milik negaraj daerah dalam 
bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur akan diperlakukan 
akuntansinya sebagai pengaturan bersama Uoint arrangement), 
properti investasi, aset tetap yang dikerjasamakan-sewa, atau aset 
tetap yang dikerjasamakan-konsesi jasa, 

DK 04 Sehubungan perjanjian kerjasama antara pemerintah dan had an 
usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik melibatkan 
partisipasi badan usaha di sektor swasta, maka badan usaha secara 
prinsip akuntansi berpedoman kepada hal-hal yang diatur dalam 
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Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 16 dari Dewan Standar 
Akuntansi Keuangan Ikatan Akun tan Indonesia, Perjanjian Konsesi 
Jasa (ISAK 16). ISAK 16 t idak rnernberikan pedornan prins ip akun tansi 
bagi pernberi konsesi dalarn hal ini adalah entitas pernerintah. Kornite 
Standar Akuntans i Pernerintahan (KSAP) rneyakini bahwa Pernyataan 
Standar ini akan rneningkatkan konsistensi dan keterbandingan di 
laporan keuangan entitas pernerintah atas transaksi dan kejadian 
keuangan yang timbul dari peIjanjian konsesi jasa. 

Ruang Lingkup 

DK 05 Pada awal pernbahasan penyusunan standar di a wal tahu n 2018, 
KS P rnengadaptasi prinsip akuntansi yang di atur dalarn Pernyataan 

tandar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nornor 39 tentang Akuntansi 
Kerjasarna Operasi untuk rnengatur secara s ederhana t ansaksi 
pernerintah dalam perjanjian kerja sarna pernerintah dengan badan 
u saha, khu nya konsesi jasa. Namun demikian den an 
rnernperfrnbangkan dan rnernpelajari berbagai macam bentuk 
perjan'ian kerjasama pernerintah dengan badan usaha sektor swa sta, 

eIjanjian konsesi jasa mempunyai karakteristik yang erbeda 
se ingga KSAP rnenyirnpulkan bahwa ruang lingkup Pernyataan 
Standar ini lebih tepat dirna ksudkan sebagai sisi sebaliknya dari 

enga ra n dalam I AK 1 , dimana pemerintah sebagai pemberi 
onsesi mengakui aset konsesi jasa. Tentu saja dalam hal ini entitas 

pemerintah p mberi ko e i dan rnitra badan usaha terikat dalam 
perJanJlan ya g u ntu k men rapkan m n g-masing prinsip 

ntansi guna ukan pihak yan g rnengakui p nggunaan aset 
onsesija a . 

DK 06 ntuk rn menuh i pedornan akuntansi di sisi pernerintah atas 
transaksi dan k j 'an keuangan yang timbul dari peIjanjian onsesi 
ja , KS P rn yimpulkan bahwa International Public Sector 
Accounting Stan ard (IPSAS) 32 - ervice Concession Arrangements: 
Grant r, yan dir vis i an e ektif per 3 1 J anuari 2018 sangat rnemadai 
u n diado i. H ini j ga akan m enjaga kon i ten i den gan ISAK 
16 sebagaimana SAK 16 jug m e gadopsi International Financial 
Rep rting Interpre ations Committee 12 (IFRIC 12) - Service Concession 
A rrangement yang dikel arkan oleh International Accounting 
Standard Board (lASB). Namun dernikian, terdapat h al-h al perbedaan 
yang em utuhkan penyesuaian u ntuk dapat d iterapkan dalam 
penyusunan laporan keuangan pemerintah pusatj daerah misalnya 
regulasi yang 'dak memu kinkan entitas pelaporan m elakukan 
penyusunan ulang I poran keuan gan (restatement financial reports) 
untuk menyajikan efek p Ijan'ian konsesijasa di tahun awal pertama 
kali teIjadi, dan bebera a p enekanan penjelasan frasa dan 
nomenklatur untuk harmonisasi dalam menyikapi pelaksanaannya ke 
dalam kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi. 

DK 07 Pernyataan Standar ini tidak rnengatur perlakuan akuntansi bagi 
mitra yang rnerupakan badan usaha di luar entitas pemerintah 
pusat/ daerah. Dalam banyak p raktik:, mitra adalah entitas badan 
usaha sektor swasta, dalam hal ini juga badan usaha milik 
negarajdaerah (BUMNjD) berpartisipasi sebagai mitra bagi 
pemerintah dalam penyediaan layanan pub1ik. Namun demikian, 
Standar Akuntansi Pemerintahan tidak dimaksudkan untuk entitas di 
luar p emerintahpusatj daerah, termasuk sua tu en titas kekayaan 
pemerintah pusatjdaerah yang dipisahkan seperti BUMNjD, karena 
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secara prinsip akuntansinya berpedoman pada Standar Akuntansi 
Keuangan yang berlaku. Untuk transaksi dan kejadian sehubungan 
dengan perjanjian konsesi jasa, mitra menerapkan ISAK 16. 

Pengakuan dan Pengukuran Aset Konsesi Jasa 

DK 08 Perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa setela h pengakuan 
perolehan awal atau reklasifikasi sebagaimana dalam paragraf 12 
Pernyataan Standar ini diberikan paragraf penjelasan sebagaimana 
paragraf 13 sebagai penekanan bahwa aset konsesi jasa dilakukan 
penyusu a akn a karakteristik aset yang memenuhi definisi aset 
tetap atau aset tak berwu·ud. Hal ini dipandang perlu tuk diberikan 
para graf penjelasan sehubungan dengan pertanyaan yang berulang 
dari respon den dan berbagai diskusi terkait perlakuan penyusutan 
a e konsesi jasa pada beberapa kali penyampaian permin taan dengar 
pendapat Pernyataan Standa ini kepada publik, baik secara terba tas 
maupun p bI" umum. 

DK 0 Paragraf 13 juga merespon permasalahan praktik yang te ·adi 
terhadap isu pengukuran dan penyusu tan aset yang disampaikan 
responden dalam dengar pendapat Pernyataan Standar ini bahwa aset 
konsesi jasa dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok 
set sebagaimana u m umnya m engklas ifikasikan a set tetap pada saat 

memperole barang n egara j daera h , sehingga diperlukan 
penjela bahwa aset konse i j sa merupakan sa tu kompon n aset 
y g an dan . gunakan 0 eh m itra k penyediaan jasa 

ik g d it tukan dalam per· anjian konsesi jasa. 

DK 10 ntuk me anggapi respon en pada dengar p e dapat Pernya taan 
tandar i i terkait perlakuan aset kon esi jasa pa da a khir masa 
onsesi an bagai a na m engukur ya, KSAP m emperti bangkan 

perlu adanya p aragraf s andar yang mengatur hal t rsebut 
a diatur d aragraf 14. Dalam paragraf 14 tersebut 

bahwa n ilai wajar yang digunakan pada 
a ir a onses i a a s pe yera han aset oleh m itra ke a da pemberi 

o sesi m e jadi barang milik egarajdaerah a dalah n il · buku aset 
y g bera sal dari r klasifik si as t kon sesi jasa, tidak . a ksudkan 
u n uk dilaku kan penilaian u lang rleb ih dahu lu sebelum penyerahan 
ata pu n suat nilai yan g d itentukan d alam perjanjian. 

Skema Pemberian Hak Usaha k epada Mitra 

DK 11 

Peralihan 

Paragraf 28 dip timbangkan diperlukan seh bungan dengan praktik 
yang ditemui bahw pemberi k onsesi danl atau entitas pemerintah 
selain pemberi konsesi m nyediakan pembayaran kepada mitra atas 
penggunaan aset konsesi jas a guna mendapatkan layanan jasa dari 
aset tersebut yang manfaatnya dinikmati pihak ketiga atau 
masyarakat secara umum. Paragraf 28 dimaksudkan untuk 
memberikan penekanan dan sekaligus pembeda dengan skema 
kewajiban keuangan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh pemberi 
konsesi semata-mata merupak::an imbalan atas akses atau pemakaian 
aset konsesi jasa dan bukan sebagai pengurang kewajiban yang 
seolah-olah disamakan perlakuannya atas pembayaran yang 
dilakukan pemberi konsesi dalam skema kewajiban keuangan. 
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DK 12 Dalam praktiknya sebelum berlakunya Pernyataan Standar ini, entitas 
pemerintah tidak mengakui dan men ca tat aset konsesi jasa dan 
liabilitas/kewajiban yang terkait, kecuali m elakukan reklasifikasi aset 
tetap menjadi aset kemitraan, jika ada, sebagaimana pengaturan 
dalam PSAP 01 sesuai dengan nilai buku dari biaya perolehannya. 
Penerapan pertarna kali Perny a taan Standar ini terh adap perjanjian 
konsesi jasa yang sudah berlangsung sebelumnya, perlu diberikan 
panduan penerapan retrospektif untuk dapat meneruskan nilai biaya 
perolehan komponen aset konsesi jasa mulai dari perolehan awal 
pertarna kali periode transaksi yang memenuhi Pernyataan Standar 
ini beserta a ' yu ata arnortisas' ya. 

DK 13 Dal m pembahasan disadari dan mengemuka untuk su atu keadaan 
dimana pen erapan retr s e tif atas informasi di masa lalu yang 
berhubungan dengan biaya perolehan komponen aset kon ses ' jasa 
idak praktis diterapkan, dan mempertimbangkan untuk m eng ur 

penerapan secara prospek ·f. Narnun demikian penerapan k ed a ­
keduanya secara bersa a -sarna dipertimbangkan menim lkan 

etidakseragaman diantara entitas pemerintah yang terkonsolidasi 
d alarn entitas pelaporan pemerintah dan tidak dapat dibandin gkan. 

elain itu, perjanjian konsesi jasa secara umum terkait d n gan 
perjanjian atau perikatan jangka panjang sehingga informa si yang 
d ibutu kan untuk m endu n g nilai wajar dan informasi biaya 
p rolehan a set k on sesi jasa . ertimbangkan informasinya tersedia. 

Pandua n I m entas i 

(Panduan I plement si ini 
bukan gian ari PSAP) 

PI 1 Tujuan dari 
m engil s trasik 
16. 

engkapi PSAP Per'anjian Konsesi J a sa , n arnun 

Pa duan Im pleme tasi In1 adalah untuk 
a spek-aspek tertentu yang diteta kan dalam PSAP 

\ 

Kerangka Akun t S1 u tuk Per' jian Kon sesi a sa 

PI2 ia am di ba ah in i m erin gka perlakuan akuntansi untuk 
p janjian k n esi ja s a yang ditetapkan dalam PSAP 16. 
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Apakah pemberi konsesi meugendalikan atau 
meregulasi jasa pelayanan publik yang harus 
diberikan oleh mitra dengan penggunaan aset 
konsesi jasa, kepada siapa jasa harus dibe£ikan. 
dan berapa hargaj tarifnya? 

Apakah pemberi k onsesi mengendalikan, melalui 
lrepemilikan, hal< manfaat alau sebaliknya. atas 
setiap kepentingan residu s ignifikan dalarn aset 
konsesj jasa pada a.ldllr masa perjanjian konsesi 
jasa? Atau apakah aset konsesi jasa digunakan 
dalam peljan" atas seluruh um.ur manfaat 
aset? 

Va 

Ap ' aset konsesi jasa yang dibangun, 
d' embangkan, atau diperoleh m itra dari pihak 
ketiga u ntuk tujuan peIjanJlan konsesijasa, a u 
as t yang sudah a da pada rnitra yang menj eli 
aset konsesijasa dan melliad.: bagian 
pel sanaan peIjanjian konsesi jasa? 

Va 

Ttdak 

Tidak 

Tidak 

TERMASUK DALAM R UANG LINGKUP AP 

TIDAK TERMASUK. 
DALAMRUANG 
LINGKUP PSAP 

Tidak 

Apakah set konsesi 
jasa yang telah ada pada 
pemberi konsesi ya ng 
mana mitra d ibe rikan 
akses untuk tujuan 
pemenuhan perjanjian 
ko~si ja.sa.? 

Va 

P mberi 0 se 1 engakui aset konsesi ja , a u emberi konsesi mereklasifikasi Barang 
Milik egarajDaerah tas jenis barang tan , g ung dan bangunan, peralaIan dan mesin, 
j a n, irigas' , 'aringan, aset tak belwujud , aset kemitraan aset y g disewakan) sebagai 
a ," t konsesi. jasa. 
P mben konsesi encatat sua aset konsesi jasa seba gaimana perlakuan aset tetap a tau 
a "et tak beIWtU d sesuai yang memenuhi PSAP yang mengatur Aset Tetap dan PSAP yang 
m e ga Aset Tak Berwujud. 
P mben konsesi mengakui kewajiban terk it senilai sarna dengan aset yang timbul dan 
transaksI IJe' se ,ubunzan pel;uc,anaan peIJanj • sesi Jasa. 

• P mberi ko n s esi meng kui p endapatan d beban sehubu ngan dengan p elaksanaan 
pe anjian konsesijilSa.. 

Referensi P P yang Diter pkan 
dengan Ba an Usa 

ntu Perjanj ian Kerjasarna Pem erintah 

PI3 Ta el ini menggambarkan if at jenis p erja nJlan kerja ama yang 
dilakukan an a sektor swa s ta badan u saha dengan en titas sektor 
publik peme 'ntah, dan menyediakan referensi PSAP u n tuk perjanjian 
kerjasarna terse ut. nyebu ta n jenis p erjanjia n kerjasarna ini bersifat 
perikatan urn . Tuj an ta e ini untuk men unjukkan rangkaian 
perbedaan karakter ' tik y l.g menjadi pengaturan dalam perjanjian 
kerjasama pemerintah dengan badan usaha. PSAP XX tidak bertujuan 
untuk menyampaikan kesan bahwa terdapat pemisahan yang jelas 
antara persyaratan akuntansi untuk berbagai perjanjian kerjasarna 
pemerintah dengan badan usaha. 
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Katego~i Penyewa Penyedia Jasa Pemilik 

Sewa Kontrak jao>a 

Jenis 
(misalnya, dan/atau 

perjanjian yang milia kDnlrak Rehabililasi, Banqun, 8angun. OivestasilPIlvaIisasif 
biasanya menyewa pemefiharaan 

operasi, serah operasi, milik, 
Korporasi 100% 

berlaku ase! dari (!ugas tertentu serah operasi 
pembefl misalflya 
konsesi) menagih utang) 

Kepemifikao 
Pemberi Koosesi Mitra ase! 

Investasi 
Pemberi Koosesi Mi tr a modal 

Risiko iba . P "emtleri Konsesi danlatau 
Mitra permintaan Konsesi Mitra 

Ourasi 8-20 tahun 1-Stahun 25-30 tahun 
Ta te~ (atau 
terbatas dengan lisensi) 

K tingan 
Pembefi K! .sesi Mitra residu 

PSAP ?SAP 07 I PSAP 14 ( ntian 

PSAP terkait PSAP Sewa Pendapatan 
PS ini I PSAP 07 I PSAP pengakuan) 
14 Pe. /(aran PSAP06 
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BAB XXI 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI 

1. Mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan 
yang terkait. 

Ruang Ling p 

2. Pe ya aan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan, 
pen kuran, p nyajian, dan pe gungkapan properti inv stas · dalam 
Laporan Keuangan untuk tujuan umum bagi entitas p merintah 
daerah tidak termasuk BUMD . 

Pernyataan ini tidak ber aku u tuk: 

Definis i 

a et biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan 
hak penambangan dan re ervasi tambang seperti minyak, gas 
alam dan sumber da a alam sejenis yang tidak dapat 
dip baharui. 

4 . Be "lmt adalah . t· -istilah y ang igunakan dalam kebijakan 
a nta . Properti nve asi ini dengan pengertian: 

Ni'ai tercata (carry · q amount) ada ah nilai b aset, yang d ihitung 
d ri aya p eh uatu aset setelah dikurangi akumulasi 
p enyusuta . 

Biaya perolehan ad alah jumlah kas atau se tara kas yang telah dan 
y ang masih wajib d ibayarkan atau nilai w ajar imbalan lain y a 9 telah 
d n yang m ih aji dib rikan un k memperoleh uatu as et pada 

aat p eroZe n at u onstruksi samp ai dengan aset te sebut dalam 
kondisi dan tempat yang s iap untuk dipergunakan. 

Meto e bi ya adalah suatu m e 0 e a ntansi y ang mencatat nilai 
inv stasi berdasarkan biaya perolehan. 

Nilai w ajar ada ah nilai tukar a et atau penyelesaian kew ajiban antar 
pihak y ang mema ami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi 
wajar. 

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan 
sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak 
untuk: 

a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh 
masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau 
jasa atau untuk tujuan administratif; atau 

b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat. 

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuas ai (oleh 
pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan 
pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi 
atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. 
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B. PROPERTIINVESTASI 

5. Pemerintah daerah dapat memiliki properti yang digunakan untuk 
menghasilkan pendapatan sewa danl atau untuk peningkatan nilai 
dengan keadaan sebagai berikut: 

a) Pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan 
basis komersial; atau 

b) Pemerintah daerah memiliki properti untuk disewakan atau 
untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil 
yang . p 0 b t tuk membiayai kegiatannya. 

6. Peme in t daerah dapat memiliki aset berwuju d berbentuk properti 
yang m empun ai m asa manfa a t lebih dari 12 (dua belas) bu lan untuk 

i nakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaa tkan oleh 
asyarakat umum. Apabila pemerintah daerah menge ola set 

properti untuk m enghasilkan pen dapatan sewa dan l atau memp ro eh 
kenaikan nilai, maka aset tersebut memenuhi definisi prop rti 
investa i. 

7. Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak 
b rgantung pada aset lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. 

8. Berikut ini adalah ontoh properti investasi: 

a ) tanah yang dikuasai d n l a tau dimilik i dalam jangka panjang 
den an tuj an n uk m e peroleh kenaikan ni ai dan ukan 
u ntuk diju a a u diserah dala ang pelayana n 
ke a masyara a t at u kepada entitas pemerin ah yang lain 
dalam jangka p ndek; 

b} h iku' dan/atau dimiliki namun be u rn d ite tukan 
peng naann a i mas a d epan. Jika pemerintah daerah belum 
men ntuk p n naan tanah sebagai proper ' yang digunakan 
sendiri atau akan d ij al a n i tau d iserahkan alam rangka 
pelayanan kepad m a syaraka a tau kepada pemerin tah yang lain 
dal jangka pe ek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang 
d imiliki dalam rangka kenaikan ila i; 

c) ban an yang dimi' . ole m erintah da erah (a au dikuasai 
oleh pem erin tah daera h m elalui ewa pemb'ay an) dan 
disewakan kepada piha lain m elalui satu atau ebih sewa 
o eraS1; 

d) bangun an yang belu m terpakai yang dikuasai danl a tau dimiliki 
tetapi t sedia unt k disewakan kepada pihak lain melalui satu 
atau lebih s wa op rasi; 

e) properti dalam pr ses p mbangunan atau pengembangan yang di 
masa de pan digunakan sebagai properti investasi. 

9. Berikut adalah contoh aset yan g bukan merupakan properti investasi 
dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup 
pernyataan ini: 

a) properti yang dimaksudkan u n tuk dijual dan l atau diserahkan 
d alam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam 
proses pembangunan atau pengembangan u n tuk diju al danl 
atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, 
misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan 
maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk 
pengembangan dan diserahkan kembali; 
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b) properti yang masih dalam proses pembangunan atau 
pengembangan atas nama pihak k etiga ; 

c) properti yan g digunakan sen diri, termasuk (di antaranya) p roperti 
yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti 
yang d igunakan sendiri, prop erti yang dimiliki untuk 
pengembangan di masa de pan dan penggunaan selanjutnya 
sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang 
digunakan sendiri yang menun&:,ou untuk dijual; 

d) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa 
pembiayaan; 

e) Prop . ang alam rang a b an so sial yang 
~ng asi kan ingka t pendapatan sewa di bawah arga pasar, 

mi alnya pemerintah m erniliki p erumahan a tau ap arternen yang 
isediaka agi rna yaraka t berpenghasilan rendah dengan 

mengenakan sewa di bawah harga pasar; 
f) p roperti yang dirniliki u n tu tuju an s trategis yang dicatat es ai 

dengan kebijaka akunt si yang mengatur Aset Tetap; 
proper ti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan penda pa tan 
sewa dan peningkatan nilai, namu sesekali disewakan kepada 
pihak lain. 

10 . alam hal pemerintah daerah m emiliki aset yang digunakan secara 
b' gian n tuk mengh asilkan penctapatan sewa a tau ken aikan n ilai dan 

s b gian lain digunakan untuk kegiatan operasional pem erintah, 
p n n an klasifi si asetnya sebagai berikut: 
a ) p b i a masing- asing bagian a set ersebut dap .j al terpis ah, 

e erintah dae mpertanggungjawabkannya secara t rp isah; 
b) pabila m a sing-ma ing bagian aset tersebut tid dapat dijual secara 

. , m aka a set tersebut d ikatakan sebagai prop i in vestasi 
h anya j'k a bagian yang tidak signiflkan d igunakan untuk kegiatan 
peras'onal pe erintah. 

11. P e ·nt daerah me erla kukan aset sebagai p roperti in vestasi 
apabi a tam ahan layanan kepa da para p nyewa roperti dalam 
ju la h yang ·dak ign i lkan atas nilai keseluruh an perjanjian. 

12. U t k j an k noli a si lap ran ke angan e eri tah daerah, 
transaksi properti investa s i terjadi antara entit s pelap ran dan 
entitas aku ntan . tidak memenuhi defin isi p roper ti investasi karena 
kepe ·likan pro erti investasi ersebut berada dalam s a tu kesatuan 
ekonom·. Pes wa enyajikan aset tersebut sebagai p roperti investasi 
jika pola p yewaan ilakukan secara komersial, namun demikian 
untuk keperluan pen ajian aporan keuangan konsolidasian aset 
tersebut disajikan s bagai a set tetap sebagaimana diatur dalam 
kebijakan akuntansi Aset etap. 

13. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya 
maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah 
lainnya terse but harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua 
entitas pelaporan. 

C. PENGAKUAN 

14. Properti investasi diakui sebagai asetjika dan h anyajika: 

a) besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan 
mengalir ke pemerintah daerah di mas a yang akan datang dari 
aset properti investasi; dan 

b) biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat d iukur 



-33-

dengan andal. 

15. Dalam rnenentukan apakah suatu properti investasi mernenuhi 
kriteria pertama pengakuan, pernerintah daerah perlu rnenilai tingkat 
kepastian yang rne1ekat atas aliran rnanfaat ekonorni mas a depan 
berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. 
Kepastian bahwa pemerintah daerah akan menerima manfaat 
ekonomi yang rnelekat dan risiko yang terkait dengan properti 
investasi terse but. 

16. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi 
dari bukti pero set properti investasi terse ut. Apabila suatu 
proper 01 h b kan dari pembelian rnaka nilai 
pero ehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal p rolehan. 

17. ern rintah d erah mengevaluas' sernua b iaya properti in estas i pada 
at terjadinya berdasarkan p insip pengakuan. Biaya-biaya ters but, 

terrnasuk b' a yang dikelu arkan pada awal perolehan pr per ti 
investasi, dan biaya ya g dikelu arkan setelah pero1ehan awal yang 
d igunakan untuk penarnbahan, penggantian, atau perbaikan properti 
investasi. 

18. erdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 14, pem erintah 
daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti 
terse but s bagai jurnlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya­
bi a er eb t diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjad inya. 
Biaya atan s hari-hari te sebut terutama rnencakup biaya 
te a a e ' an barang habis pakai, dan dapat berupa bagian. kecil 
d . b 'aya e lehan. Tu' an d ari pengeluaran biaya ters but ering 
d igarnbarkan sebagai biaya perbaikan dan erne' araan prope '. 

19. Bagian dari prop r ti investa i dapat diperoleh m 1alui pengg ntian. 
Berdas kan prinsip pengakuan, pernerint daerah rnengakui dalarn 
j t e catat proper ti investasi tas biaya penggantian agian 
properti inve tasi ada aat terja dinya bia a , j ika kriter'a pen gakuan 

1 nu hi. Jurnl te cata ba gian yang d igantikan 'h entikan 
e gakuannya e a i d gan ketentuan per tu ran perundang-

undang ang b rlaku. 

D. PENGUKU RA 

PENGUKURAN SAAT E JGAKUA AWAL 

20. Properti inv s tasi iukur pada awalnya sebe ar biaya pero1ehan. 

21. Apabi1a properti · es tasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, 
properti investasi terseb t d 'nilai dengan rnenggunakan nilai wajar 
pada tanggal pero1ehan. 

22. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli rneliputi harga 
pernbelian dan sernua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara 
langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung 
antara lain biaya jasa hukurn, pajak, dan biaya transaksi lainnya. 

23. Biaya perolehan properti investasi tidak bertarnbah atas biaya-hiaya 
di bawah ini: 

a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk 
rnernbawa properti investasi ke kondisi siap digunakan); 

b) Kerugian operasional yang terjadi sebelurn properti investasi 
rnencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau 
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c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain 
yang teIjad i selama mas a pembangunan atau pengembangan 
properti investasi. 

24. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya 
perolehan adalah setara h a r ga tunai. Perbedaan antara jumlah 
tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode 
kredit. 

25. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan Cara 
sewa d diklasifikasikan sebagai properti investa s i yang dicatat 
seba ga i sewa pembiayaan, dalam h a l ini aset dia kui pada 'um lah mana 
yang lebih rendah an tara n ilai wajar dan nilai kini dari pem bayaran 

ewa minimum. J umlah yang setara diakui sebagai liabilitas . 

2 . Premium yang dibayarkan u n k sewa diperlakukan sebagai bagian 
dari pemba an sewa minim u m , dan karena itu dimasukkan am 
biaya perolehan aset, tetap' dikelua rkan da ri lia bilitas. Jika h ak a tas 
p roperti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan b a gai 

operti investasi, maka hak a tas properti te sebu t dica tat se sar 
n ilai wajar dari hak tersebu t dan bukan dari p operti yang 
m endasarinya. 

27. Prope . in e as' m u n gkin dipero dari s ' pertukaran den gan 
ter atau aset nonmon eter atau kombinasi aset on et r dan 

n -mon ehan properti · vesta ' t sebut dihitung dari 
n ilai aja uali ( tran a ksi p rtukaran tersebut tidak m miliki 
substansi k mer sial , a au (b) n ilai wajar a set yang diterim a m a upun 
a e yang dis rahkan . ak ap at diukur s ecara dal. Jika a set yang 
d iperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya 
diukur de gan jum l h tercat t a set yang diserahkan. 

28. Dalam menentuk 1 su tu ran ak i pertu aran mem i 'ki su bstansi 
k mersial atau tid , pemerin tah a erah m em pertimbangkan a pakah 

s k a s ata poten i jasa di m a sa yang akan dat g dih arapkan 
ap t berubah seb gai kibat dari transaksi t r 'ebut. Sua tu transaksi 

p rt karan mem iliki substansi ko e sia jika: 

a) konfigurasi risiko, waktu, an jumlah) dari a rus ka a tau potensi 
jasa a tas a set yang diterim a berbeda dari kon figura si arus kas 
a tau potensi . asa atas aset yang d iserahkan; a tau 

b) nilai usus entitas dari bagian operasi en titas d ipengaruhi oleh 
perubaha tran aksi yang d 'akibatkan dari pertukaran tersebut; 
dan 

c) selisih antara (a) a ta (b) dalah signifikan terhadap nilai wajar 
dari aset yang dipertukarkan. 

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki 
substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi 
entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus 
kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas 
menyajikan perhitungan yang rinci. 

29. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak 
tersedia, dapat diukur secara andal jika: 

a) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional 
untuk aset tersebut tidak signifikan; atau 

b) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai 
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secara rasional dan digunakan dalam rnengestirnasi nilai wajar. 
Jika pernerintah daerah dapat menentukan nilai wajar secara 
andal, baik dari aset yang diterirna atau diserahkan, rnaka nilai 
wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk rnengukur 
hiaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar 
aset yang diterirna lebih jelas. 

30. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam 
satu entitas pelaporan dinilai dengan rnenggunakan nilai buku. 
Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi 
lainnya .. . . ai den an menggunakan nilai 
waJar. 

PEN KURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL 

l. Properti investasi dinilai den an metode biaya, yaitu sebesar n ilai 
perolehan . i akumulasi penyusutan. 

2. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan rne tode 
enyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang rnengatu r Aset 
etap yang berlaku. 

33 . Penilaian kernbali a au revaluasi prop rti investasi pada urn rnnya 
tidak diperkenankan karena Standar Akuntans i Perner intahan 

enganut penilaian aset berda sarkan biaya perolehan atau harga 
pe tukaran. 

34 . tas properti nve si dapa t dilakukan b rda arkan 
k tentuan perne ang berlaku secara na io al . 

35. am al ro e revaluasi d ilakukan seeara bertahap, ha . revaluasi 
a tas pr perti investa i diperoleh diakui alam laporan eu angan 

eriode r valua i dilaksanak , jika dan h anya jika, properti i vestasi 
telah direvaluasi selu h 

36. Properti in esta i di evalua si secara sirnultan un k men ghindari 
reval a si s t eeara el ktif dan pelaporan j lah dalam laporan 

e angan yang erupakan eampuran antara biaya dan n ilai (costs 
a d values) pada tangga ang berbeda. Nam , properti investasi 
da at dinilai kembali secara bertahap (rolling bas 's) asalkan penilaian 
kern ali ersebut disel saikan d alarn waktu singk t dan nilai revaluasi 
tetap . perbarui. 

37. Pada saa eval asi, properti investasi dini ai ebesar nilai wajar 
berdasarkan h s 'l revaluasi. Se1isih an ara n ilai revaluasi dengan nilai 
tercatat properti in stasi diakui pada akun ekuitas pada periode 
dilakukannya revaluasi. Sete ah r valuasi, properti investasi dinilai 
sebesar nilai wajar dikurang' akurnulasi penyusutan. Pernerintah 
daerah dapat menyesuaikan rnasa manfaat atas properti investasi 
yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut. 

38. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat/rnenurun akibat 
revaluasi, rnaka kenaikan/penurunan tersebut diakui sebagai 
peningkatan/penurunan dalam ekuitas. 

39. Pedornan nilai wajar terbaik rnengacu pada harga kini dalam pasar 
aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sarna dan 
berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah 
daerah harus rnernperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, 
atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan 
kontrak lain yang berhubungan dengan properti. 
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40. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti 
yang diuraikan pada paragraf 39, pemerintah daerah harus 
mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk: 

a) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, 
kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau 
kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan 
perbedaan tersebut; 

b) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, 
den . nt k m en cerminkan adanya perubahan 

tanggal transaksi terjadi pada harga 
tersebut; da 

c) proye s i arus kas d iskontoan berdasarkan est imasi arus kas di 
masa depan yang dapat diandalkan, didukung n gan 
syarat/ klausulayang terd pat dalam sewa dan kontrak l·n ng 
ada dan (jika u ngkin) d en gan bukti eksternal seperti pasar . ni 
rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sarna, 
dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penila ian 
pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus 
kas. 

41 . alam m elakukan reva luasi pemerintah daerah dapa t menggu akan 
p enilaian secara internal ataupu n penilai secara independen. 

E. ALIH UNA 

42. ih guna atau ari properti investasi dilakukan jika, dan hanya 
j i a, erdapa p ruba an p ggunaan ya n g ditunjukkan denga : 

a ) dimu ainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah 
daerah, diali gunakan d i properti investasi enjadi a set tetap; 

b) dimulainya pengem ban gan properti in estasi u tuk dijual, 
dialihgunakan d ri p operti ·nvestasi m njadi persediaan; 

c) berak irnya pe akaian aset oleh entita s akuntansi danl atau 
en ·ta pe a ran, dia i n akan d . a set teta p m enja d i properti 
inves tasi; 

d) imulai ya sewa peras i k pihak lain, ditransfer dari persediaan 
m e ~adi roperti investasi. 

43. Pemer· tah daer h mengalihgunakan properti dari properti investasi 
menjadi persed ·aan engan perlakuan sebagai beri ut: 

a) jika dan anya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang 
ditunjukkan de gan imulainya pengembangan dengan tujuan 
untuk dijual maka pemerintah daerah mereklasifIkasi aset 
properti investasi menjad i persediaan; 

b) jika terdapat keputusan untuk melepas properti investasi tanpa 
dikembangkan, maka pemerintah daerah tetap memperlakukan 
properti sebagai properti investasi hingga dihentikan 
pengakuannya dan dihapuskan dari laporan posisi keuangan 
serta tidak memperlakukannya sebagai persediaan; dan 

c) jika pemerintah daerah mulai mengembangkan properti investasi 
dan akan tetap menggunakannya di masa de pan sebagai properti 
investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan 
dan tetap diakui sebagai properti. 

44. Pemerintah daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung­
gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti 
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investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk m enahan bangunan 
terse but untuk kemampu annya dalam m enghasilkan pendapatan 
sewa dan potensi kenaikan n ila i maka bangunan tersebu t 
diklasifikasikan se bagai properti investasi pada permulaan 
berlakunya sewa. 

45. Alih guna an tara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, 
dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang 
dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan 
pengukuran dan pengungkapan. 

46. Nilai yan e 'ka dilakukannya alih guna adalah nilai 
terca a t d stas ' yang dialihgunakan. 

F. PE PASAN 

7. Properti investasi dihentikan p ngakuannya pada saat: 
a) pelepas u 
b) ketika properti inves a i tersebut tidak digun akan lagi e ara 

permanen; dan 
tidak memiliki manfaat ekonomi di mas a depan yang dapat 
diharapkan pada saat pelepasannya. 

4 8 . elepa an p roper' investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, 
i u ar, di apus a n a tau i en tikan pengakuannya. 

49. Pe erintah da h mengaku i b iaya penggan ia aglan 
te en tu d a ri sua perti investa s ' i d a lam j a rca ta t suatu 
a et ter e ah terc tat dari bagian ase yang diganti tidak 

iakui lagi. 

50. Pernerintah daerah dapat enggunakan biaya penggant· sebagai 
indikasi ntuk en en tukan berapajumlah biaya ba gian y g d iganti 
pada saat diper 1 h a tau dibangun apa bilaju mlah tercatat d ari bagian 
yang d i anti ter s but t idak dap t d i entukan seca ra prakti . 

5 1. K n g k erugian . ang timbul dari pe ghentian atau 
elepasa n prope i 'nvesta i d iten tukan da ri selisih antara hasil neto 
ar· pelep sa n j m lah ter ata a set, dan ·ak i dalam 

S rp us/D fisit dalam periode terjadin a pen gh entian atau pelepasan 
ter ebu t. 

52. Imbalan yang diterima atas p pasan p roperti investa i pada awalnya 
diakui s esa nila· wajar. J ika pem bayaran a tas p roperti investasi 
ditangguhkan, imb an yang diterima pada awa lnya diakui sebesar 
setara h a rga tun ' . Selisih antara jumlah ominal dari imbalan dan 
nilai yang setara dengan h arga t n ai diakui sebagai pendapatan 
bunga. 

53. Pemerintah daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan 
dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut. 

54. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan 
penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi 
d iakui sebagai surplus/ defisit ketika kompen sasi ter sebut diakui 
sebagai piutang. 

G. PENYAJIAN PROPERTI INVESTASI 

55. Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam 
mata uang Rupiah. 
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56. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset 
lainnya. 

57. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk 
memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, pemerintah daerah 
dapat saj a memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas 
properti investasi menguntungkan dan pemerintah daerah tidak akan 
memanfaatkan properti tersebut di mas a mendatang. 
Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud 
pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak 
berkelan' 

H. PENGUNGKAPAN 

58. Hal-hal yang diungkapkan sehu bungan dengan p rope ti . vestasi 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain: 
a) dasar pen'laian yang digunakan untuk menentukan nilai e catat 

(carrying amount); 
b) metode penyusutan yang di nakan; 
) masa manfaat atau tarif p enyusUtan yang digunakan; 

d ) jumlah tercatat bruto da n akumulasi penyusutan (agregat 
dengan akumulasi rugi penurun an nilai) pada awal an akhir 
periode; 

e) rekonsiliasi jumlah tercata properti in vestasi pad a aw dan 
i p 'ode, yan g m nunju kan: 
pe bahan, p ngungka an terpisah untuk penambahan 
yang ihasilkan dari p n ggab ngan penambahan 
pe geluaran setelah perolehan yang diakui seba ai a s et; 

11. penambahan an dih a ' a ' pen b gan; 
111. pelepasan; 
IV, penyu tan; 

al ' gun a k e n dari persediaan dan properti yang 
di nakan se d 'ri; dan 

VI. pe bahan ain, 
p bila pe e 'nta h daerah m akukan revalu asi ata s properti 

inv s ta s i, nilai waj r dari p ro erti investa i yang m en njukkan 
hal-hal sebag ' erikut : 
1. u raian properti inves tasi yang dilakukan rev u a si; 

dasar eraturan tuk menilai kem bali r pe ti investasi; 
lll. tanggal fektif penilaian kem bali; 
IV. n' ai te catat sebelum revalua si 
v, jumlah enyesuaian atas nilai wajar; 
vi. nilai terca a t properti investasi setelah revaluasi. 

g) apabila penilaian dil kukan ecara bertahap, pemerintah daerah 
perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi; 

h) apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, 
kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi 
den gan proper ti yang digunakan sendiri dan dengan properti 
yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari; 

i) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam 
menentukan nilai wajar apabila pemerintah daerah melakukan 
revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan 
apakah penentuan nilai wajar terse but didukung oleh bukti pasar 
atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus 
diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut 
dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan; 
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j) apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dengan 
menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi 
profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi 
dari penilai; 

k) jumlah yang diakui dalam SurplusjDefisit untuk: 
1. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi; 
11. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan 

pemeliharaan} yang timbul dari properti investasi yang 
menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut; 

111 . beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan 
pemeliharaan) yang timbul dari properti inves ta si yang tidak 
m enghasilkan pend apatan sewa menyewa biasa selama 
periode terse but. 

1) kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun a tau 
mengembangkan properti investasi atau untuk perbai an, 
pemeliharaan atau peningkatan; 

m) p roperti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan 
n) informasi lain terkait den gan properti investasi. 

1. KETENTUAN TRANSISI 

59. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan akun tansi ini dengan 
mengklasifikasikan asetnya k e dalam Properti Investasi pa d a saat 
pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset seba gai nilai 
perolehannya. 

6 . Pemerintah daerah menerap kan kebijakan akuntans· ini seCara 
ospektif. 


	100001
	100002
	100003
	100004
	100005
	100006
	100007
	100008
	100009
	100010
	100011
	100012
	100013
	100014
	100015
	100016
	100017
	100018
	100019
	100020
	100021
	100022
	100023
	100024
	100025
	100026
	100027
	100028
	100029
	100030
	100031
	100032
	100033
	100034
	100035
	100036
	100037
	100038
	100039
	100040
	100041
	100042
	100043
	100044

